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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas tersusunnya Rancangan Akhir Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 ini. Dokumen ini disusun sebagai
penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2027, serta memperhatikan ketentuan umum tata cara perencanaan
pembangunan daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017.

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ini merupakan hasil
penyempurnaan atas rancangan awal dan rancangan Renja Perangkat Daerah
setelah memperhatikan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat
Daerah, musrenbang RKPD, serta penyelarasan akhir terhadap Rancangan
Akhir RKPD Tahun 2027, sebagai dasar penetapan Renja Perangkat Daerah
oleh kepala Perangkat Daerah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan
yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan dokumen ini.
Semoga Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dapat menjadi acuan yang efektif
dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2027 guna
mendukung pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Tahun
2025-2029.

Wonosobo, 30 Juli 2026
Kepala BAPPEDA Kabupaten Wonosobo

Drs. TONO PRIHATONO

Pembina Utama Muda

NIP. 197402111993031001



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan suatu sistem
perencanaan pembangunan yang terpadu, terarah, terukur, dan
berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah menjadi instrumen penting
dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan, dan
subkegiatan pemerintah dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, serta
selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat berbagai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem
perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Renja
sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran
operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Selanjutnya,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara
terpadu sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional. Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa dokumen perencanaan
daerah menjadi dasar dalam penyusunan dokumen penganggaran daerah,
sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menegaskan pentingnya
keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara teknis, tata cara penyusunan
Renja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD. Selain itu, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 juga
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.



Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi tahunan
yang memiliki fungsi strategis sebagai pedoman pelaksanaan program,
kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran.
Dokumen ini menjadi instrumen untuk menerjemahkan kebijakan strategis
lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam
rencana kerja yang lebih operasional, terukur, dan dapat dilaksanakan.
Sebagai dokumen perencanaan pada tingkat Perangkat Daerah, Renja
memiliki peran yang sangat fundamental karena menjadi dasar
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjadi acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD),
yang selanjutnya digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Selain itu, Renja juga menjadi dasar pengusulan
program dan kegiatan yang didanai melalui APBD Provinsi maupun APBN.
Oleh karena itu, kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat
menentukan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan dan kualitas

pelayanan publik.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan
dokumen perencanaan lainnya, yaitu Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja disusun secara terpadu,
partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan hasil evaluasi
pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, capaian kinerja Renstra Perangkat
Daerah, kondisi eksisting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah, isu-isu strategis pembangunan, serta hasil penelaahan terhadap
prioritas pembangunan daerah dan aspirasi masyarakat. Arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 merupakan implementasi
tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029
dengan tema "Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian serta Transformasi
Pariwisata  Berkelanjutan". Tema tersebut merupakan tahapan
"Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan Pariwisata" dalam rangka
mewujudkan visi Kabupaten Wonosobo, yaitu "Mewujudkan Wonosobo
Sejahtera, Adil dan Makmur". Oleh karena itu, seluruh program, kegiatan,
dan subkegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 diarahkan untuk
mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui penguatan
kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, penelitian, dan

pengembangan daerah.



Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui tahapan
persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, dan
penetapan Renja Perangkat Daerah. Dalam proses tersebut dilakukan
pengumpulan data dan informasi, analisis kondisi pelayanan Perangkat
Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, evaluasi pencapaian
Renstra, penelaahan terhadap RKPD, serta penyempurnaan program dan
kegiatan berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat
Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD.

Proses penyusunan RKPD dan Renja PD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 Proses Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah
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Rancangan Akhir Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 merupakan
penyempurnaan dari Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah
disusun pada tahapan sebelumnya. Penyusunan Rancangan Akhir ini
mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Wonosobo
Tahun 2027 sesuai ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017. Penyempurnaan dilakukan untuk mempertajam
sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, lokasi, kelompok

sasaran, serta penyelarasan kebutuhan pendanaan dari pagu indikatif



menjadi pagu definitif sesuai hasil pembahasan, sinkronisasi kebijakan, dan

kemampuan keuangan daerah.

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Renja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2027 diharapkan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang
direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan akuntabel,
sehingga mampu mendukung pencapaian target Renstra Bappeda Kabupaten
Wonosobo Tahun 2025-2029, RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027, serta
tujuan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD

Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum
Landasan dalam penyusunan Rencana Awal Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wonosobo

Tahun 2027 ini adalah sebagai berikut :

e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi di Djawa Tengah (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

e Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

e Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027;

e Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

e Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

e Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029;

e Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Bappeda Kabupaten Wonosobo adalah dokumen perencanaan
Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk
memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan dan sub
kegiatan Bappeda Kabupaten Wonosobo tahun 2027 dalam rangka
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Wonosobo
secara berkesinambungan.
Maksud penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2027
adalah menyempurnakan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah agar
selaras dengan Perkada tentang RKPD Tahun 2027. Tujuannya adalah
menghasilkan dokumen rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah yang
definitif, terukur, dan menjadi bahan penyusunan RKA-PD serta Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun

2027 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja
Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat
Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah

dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah,



dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota,
serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan
Bappeda, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja Bappeda.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja

Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan (IKU dan IKK
Tahun 2025).
Memuat evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci
(IKK) Tahun 2025, termasuk capaian kinerja pelayanan
Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang telah
ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

2.2 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027.

Berisi rumusan permasalahan dan isu strategis
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
selaras dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah,
menjadi landasan perumusan program dan kegiatan.

2.3 Inovasi Bidang Urusan
Menguraikan inovasi daerah yang dilaksanakan dalam
mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

2.4 Review dan Perbandingan Rancangan Awal dengan

Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

Membandingkan rumusan Rancangan Awal dengan



Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah beserta

penjelasan atas perbedaan yang terjadi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah
kebijakan Perangkat Daerah yang menjadi acuan dalam
perumusan program dan kegiatan Tahun 2027, selaras

dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menyajikan uraian ringkas dan garis besar mengenai
program dan kegiatan yang diusulkan, penjelasan
mengenai faktor-faktor penentu atau pertimbangan yang
menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan,
termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Bappeda.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027 sebagai ukuran
keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, selaras

dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB VI PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang
perlu mendapat perhatian; kaidah-kaidah pelaksanaan;

serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAAN

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan (IKU dan IKK Tahun
2025)

Menjelaskan evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025 sebagai
capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
Substansi ini merupakan pengembangan dari sub bab Evaluasi Pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
(Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), yang disajikan dengan format Tabel T-
C.29/ Tabel 2.1. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II,
secara umum capaian kinerja Bidang Urusan Perencanaan serta Penelitian
dan Pengembangan menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebagian besar
Indikator Kinerja Kunci (IKK) telah mencapai target sebesar 100 persen, yang
mencerminkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan
berjalan sesuai dengan perencanaan serta mendukung pencapaian sasaran
perangkat daerah. Pada urusan perencanaan pembangunan daerah, seluruh
indikator yang berkaitan dengan kualitas dokumen perencanaan
menunjukkan capaian optimal. Persentase Program Prioritas Nasional yang
didukung Program Daerah, keselarasan Program RPJMD dengan RKPD,
keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta ketersediaan
dokumen evaluasi perencanaan masing-masing telah mencapai target sebesar
100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan,
sinkronisasi, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

telah terlaksana secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pula pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah, seluruh indikator yang mengukur keselarasan RKPD
dengan Renja Perangkat Daerah pada bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia, Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Perekonomian
dan Sumber Daya Alam telah mencapai target 100 persen. Ketersediaan data
perencanaan sesuai standar operasional prosedur pada masing-masing bidang

juga telah terpenuhi secara optimal, sehingga mendukung terselenggaranya
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proses perencanaan yang terintegrasi, akurat, dan berbasis data. Pada
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, indikator yang meliputi
persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik, cakupan pelayanan
administrasi perkantoran, persentase keterisian data statistik sektoral, serta
keselarasan program perangkat daerah dengan RKPD juga telah mencapai
target sebesar 100 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi
penunjang administrasi, pengelolaan aset, penyediaan data, serta tata kelola
internal telah berjalan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Bappeda.

Pada urusan penelitian dan pengembangan, indikator Persentase Produk
Inovasi yang Dimanfaatkan menunjukkan kinerja yang sangat baik, bahkan
melampaui target yang telah ditetapkan. Target tahun 2025 sebesar 20 persen
berhasil direalisasikan sebesar 25 persen atau mencapai 125 persen dari
target. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya pemanfaatan hasil
inovasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah. Sementara itu, indikator Persentase Kajian/Riset Berbasis Bukti
belum dapat dievaluasi secara penuh pada periode Triwulan II karena
pelaksanaan kajian masih berlangsung dan hasil akhirnya baru akan tersedia
pada akhir tahun anggaran. Di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang
realisasinya belum dapat disajikan pada Triwulan II, antara lain Nilai
Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan, serta
beberapa indikator penelitian dan pengembangan yang pengukurannya
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi instansi pembina atau penyelesaian
dokumen pada akhir tahun. Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut akan
menjadi fokus pemantauan pada semester berikutnya hingga diperoleh

capaian akhir Tahun 2025.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Renja
Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 berada pada kategori sangat baik.
Mayoritas indikator kinerja telah memenuhi target, sedangkan indikator yang
belum memiliki realisasi pada Triwulan II disebabkan oleh karakteristik
pengukuran yang bersifat tahunan. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017), yang disajikan dengan format Tabel T-C.29. sebagai
berikut :

11



Nama Perangkat Daerah : BAPPEDA

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Kabupaten Wonosobo

Tax‘e'l: dan Realisasi Kinu:ia Ptugrm

Perkiraan Realisasi Capaian Target

dan Kegiatan Tahun 2025 Target FEERES ST DA A1
: program dan biiingh
Bid Target Renja | Realisasi Renja
o / e U Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan] Perangkat Perangkat Renlisasi kagiatan
e Temarintaban Dasrah dan | o 0ot outoones)/ Bub Kegistan (output) [Dassah Tabeun] Daerah Tahun: | Torgst Ranjs . : (Rapje; || Baslwer' Copniua ) RSghse
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pu S0 At Perangkat Renja Tingkat |  Perangkat Program dan Capaian
PR Perangkat | Realisasi | pgerah tahun Kegiatan s/d Realisasi
Tahun 2025 Daerah (%) 2026) tahun berjalan | Target Renstra
o Tahun 2025 (tahun 2026) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
5|1 PERENCANAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
s{1] 1 PEMERINTAHAN DAERAH ::::;:”“, sect Focmgho Do duinm 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KABUPATEN/KOTA
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) N/A N/A 90 N/A N/A N/A N/A N/A
Persentase keterisian data statistik sektoral 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Nilai hasil pengawasan kearsipan N/A N/A 60 N/A N/A N/A N/A N/A
Persentase keselarasan program perangkat
daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah (REPD)
9 o 1
slilil 20; Perenm.jaqn, }?‘mganggamn, dan Pcrscnr_ase dokumen perencanaan dan pelaporan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Evaluast Kinerja Peranghkat Daerah Jyang disusun tepat waktu
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi Capaian Target

dan Kegiatan Tahun 2025 Target Renstra Peranghat Daerah s/d
program dan tahun berjalan
Urusan /Bidang Urusan Teaget Trenje | Roatiausl Rexya kegiatan
Kode Poi et T e Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan] Perangkat Perangkat Recilinins (Ronja Realisasi Capaian Tinghst
Program/Regiatan/Sub tan| (intermediet outcomes)/ Sub Kegiatan (output) |Daerah Tahun| Daerah Tahun Target Renja Mot Tingkat | pe 5 Ficaran: dan Baresar
. . 2024 2024 r;""“"" s ) Fonsoraes anbup il I8 7o mite Realisasi
Tahun 2025 Daerah (%) 2026) tahun berjalan | Target Renstra
Tahun 2025 (tahun 2026) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) a 10 11
fim : 2 )
sli|1] 202 prsmy st Eeuangre Peranpkst [-undah pelabonan ke prrangral cosndi 15 dokumen | 15 dokumen | dokumen/bul | dokumen/tul | 100% | 15 dokumen 100% 100%
Dasrah yang disusun tepet wakiu P i)
= Penyediaan Gaji dan Tumjangan  |Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan " 41 41 i , . . ”
51 1] 2.02 1 As ASN 25 ASN/bulan] 37 ASN/bulan ASN/bulan ASN /bulan 100 41 ASN/bulan 10025 100%
s)i]1] 206 ‘Ei:i;“”m S Pepenalit Persentase realisasi belanja administrasi urmm 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1
Penyediaan Komponen Instalast | Jumlah paket komponen instalasi
3 1] 206 | 1 JListrik/Penerangan Bangunan listrik / penerangan bangunan kantor yang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1004 100%
Kantor disediakan
i ; ~ |Penvediaan Peralatan dan Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor : 2 i .
] 1206 | 2 Perlengkapan Kantor g licadialien 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 100%% 100%
i k : 1 ¥ ;
5 il oos | 5 Fenyediaan Peralatan Rumah Jl.\:mle.l'h paket peralatan rumah tangga yang il 3 kst Fipiplcet toakiet 100% ikt 100% 100%
Tangga dizediakan
5 1120615 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumla}} pa}:c: barang cetakan dan penggandaan 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 100% 4 paket 100% 100%
Penpggandaan yvang disedialtan
5{1|1] 206 | ¢ |Feroyeciann Barang Bacasndan  fJumlah dolmmen bahan bacaan dan perandang: |y qoiumen | 1dokumen | 1dokumen | 1dokumen | 100% | 1 dokumen 100% 100%
Peraturan Perundang-undangan  Jundangan
ol Penyelenggaraan Eapat Koordinasi JJumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi o . .
. ¥ ; 2 ki . P E Yo Yo %%
5 lj2os ] 9 dan Konsultas SKED den konsultas; RKPD 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 100/ 12 laporan 1002 1an
Pes el o T r.:hcm}] Persentase realisasi pengadaan barang rulik
5 1| 207 Penumjang Urusan Pemermtahan ; ! 7 100% 100% Io0% 100% 100% 100% 100% 100%
ik, daerah penurjang wrusan pemerntahon derah
a 1] 207 | 5 |Pengadaan Mehel Jumlah paket mebel yang disediakan - -
5 20716 PePgadaa_n Peralatan dan Mesin Jtlz.m.lala.h unit peralatan dan mesin lainnya yang 10 unit 10 unit 0 unit 0 unit 100% Ty A— 100% 100%
Lainnya dicediakan
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perldraan Realisasi Capaian Target

dan Kegiatan Tahun 2025 Target Rsnlt:a.l’enﬂgka.t Daerah s/d
. ot . program dan tahun berjalan
| Target Renja | Realisasi Renja
R e Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegintan| Perangiat Perangleat : o At ek ;
Kode Pemasistaban Daersh b, [ 0 0 ORE ) Iamrsh Tl Dty Tadiuy [Bouart Meaga]  2sistsd (Renja | Realisasi Capaian|  Tinglat
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan] et EAGER (owtinat] [T i | pavangar Renja Tingkat |  Poranglat Program dan Capaian
2024 2024 S Perangkat | Roalisasi | Dacrah tahua | Kegiatan s/d Realisasi
- Daerah (%) 2026) tahun berjalan | Target Renstra
Tahun 2025
Tahun 2025 {tahun 2026) (%)
1 2 3 4 5 6 7 B=(7/86) 9 10 11
11 2.08 Penyediaan Jasa Pelavanan UmumfJumiah lapora?n pnjznyedte.an jasa pelayanan wmum L — 18 fuporan T 18 Bumenes 100% U5 A— 100% 100%
Kantor kantor yvang disediakan
il 200 Psmmf!fw.rwm Barang .flvﬁh?t Daerah |Persentase rcr{hsmﬁr pcmc&hru'm{l barang milik 100% 100% 100% 100% 100% 1005 100% 100%
Penurnjang Urusan Pemerintahan daerah penunjong urusan pemenntahan daerah
ET:;??:;E;TaE;m;EiIZEI LTumlah kendaraan dinas operasional atau
. \ , Paja s i . . . . . o . - o
11 2.09 R e fpar.ga._u.}_’s.n..g dipelihara dan dibayarkan pajak 19 unit 19 unit 19 unit 19 unit 100% 19 unit 100% 100%
; an periFinannys
Operasional atau Lapanpan
1] 2.09 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dipelihara. 4 unit 4 unit & unit 6 unit 100% 6 unit 100% 100%
i i 1 t e e .
1] 2.09 E&"‘.“hh"‘mm Rernlalan dueMrsin gt st peodiatasdem mesn oo ysng 50 unit 50 unit 10 unit 10 unit 100% 10 unit 100% 100%
innya dipehhara
Pemeliharaan/Rehabilitas: GedungfJumlah gedung kantor dan bangunan lainnyva , . , . . . . o
1] 2.09 Kantor dan Bangunan Lainnys ang dipeli =/ direhabilitasi 1 unit 1 unit 1 umnit 1 umit 100% 1 unit 100%% 100%
PROGRAM PERENCANAAN, "
2 PENGENDALIAN DAN EVALUASI :;:““";P"g'“;mﬁt“ Haslonal yucg 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PEMEBANGUNAN DAERAH Smz Progres Duer
g e BRI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
engan REPD
I s [T 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pembangunan Daerah
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi Capaian Target

dan Kegiatan Tahun 2025 Target Renstra Peranghkat Daerah s/d
program dan tahun berjalan
Urusan [Bidang Urnsan Fusgee Heajn | Hestisast Renla kegiatan
Kode Pomerintahan Daerah dan 1‘:‘:‘“"—"" ““‘:3;:“5';“ 'W;:‘":‘::ET:?*“T D:'Pmsh*m P:m;ﬂ ¢ Ronja| Realisasi (Renja | Realisasi Capaian |  Tingkat
Progzam/Kegiatan/Sub Keglatan | Hotermediet mes)/ Sub Keg EyTit) Ihmeh. Tataal Tt Peran ghat Ronja | Tingkat | perangkat Program dan Capaian
2024 2024 B Perangkat | Realisasi| Daerah tahun | Hegiatan s/d Realisasi
Tahun 2025 Daerah [¥a) 2026) tahun berjalan | Target Renstra
i Tahun 2025 {tahun 2026} (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11
Koordinasi Penyusunan dan Jumlah Dokumen Perencanazn Pembangunan
ajij2] 2.01 Penetapan Dolkumen Perencanaan |Daerah Kabupaten/Kota vang Ditetapkan 3 dokumen 3 dolumen 3 dokumen | 3 dokumen 100%% 3 doloamen 100%% 100%
Pembangunan Daerah [(REJPD/RPIMD f REPDY
Analisis Data dan dnformasi
shilz2l 202 Pemerintehan Daerah Bidang Persentase keterisian data capaian indikator 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perencanaan Pembangunan REID
Daerah
Pembinaan dan Pemanfaatan Data Juamlal _ dibi dal f
S511f2] 2.02 dan Informas Perencanaan du:‘t al: uirj}'lg _‘.rang 1hna da lam ]Jeri;an CEALY 39 orang 39 orang 39 orang 39 orang 1007 39 orang 100% 100%
Poenbngrnan Perarikal Dasrals ata dan informas: perencanaan pembangunan
Pengendalian, Evaluasi dan s g \.
S1142] 203 Pelaporan Bidang Perencanccot Jrnfh aokymen mevidoring, flo sraline: KT 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100% 4 dokumen 100% 100%
yang tersusun tepat wakt
Pembangunan Deacreh
Monitoring, Evaluasi dan
- ’ Penyusunan Laporan Berkala Jumlah laporan haszil evaliasi kinerja ” ; "
y 4 le : a ‘ apor Ya 4 Ia o Yo
ajif2] 203 Pelakastasi Persbaig - ernbin gt dasral 4 laporan 4 laporan 4 laparan 4 laporan 100 1 laporan 100% 100
Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN Persentase Heselarasan Program RKPD denpgan
sf1}s SINKRONISAS] PERENCANAAN |Program Renja PD pada Bidang Pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PEMBANGUNAN DAERAH dan Pembangunan Manusia
Persentase Ketersediaan Data Perencanaan
Sesuai SOP pada Bidang Pemerintahan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pembangunan Manusia
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Tazpet dan Hualizm: Kinaels Pro Perkiraan Realisasi Capaian Target
= & Target Renstra Perangkat Dacrah afd
dan Kegiatan Tahun 2025 arg
program dan tahun berjalan
o /B = Drannt Target Renja | Realisasi Renja agtatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Il_nd:l:ato;?:mja mﬂm&“{ﬁ?esixk&ﬁ.ﬁ’;ln Pe:;:ﬁ:t Fc:;;nﬁ:t T Resja Realisasi [Renja Realisasi Capaian Tinglkat
Program/Eogistan/Bub Kegiatan| Fatermediet outcomes B iosipeh et i Sasmn Saies Pafmgk“ Renja | Tingkat | porangkat Program dan Capaian
Hacrah Peranghkat | Realisasi | Daerah tahun Kegiatan sfd Realisasi
Tahun 2025 Dasrah [%a) 2026) tahiin berjalan | Target Renstra
i Tahun 2025 [{tahun 2026) (]
1 2 3 4 5 6 i B=|7/6) = 10 11
Persentase Keselarasan REKPD dengan Renja PD POl (| s e e P e —— e
Padn Bi[l.a_ll! Perekonomisn dan SDA AT Ao LU e i o ERELY Y 1w LU T AU T
Perzentase Ketersedizan Data Perencanaan
Sesuai SOP pada Bidang Perekonomian dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Persentase peranghat daerah yang menyusun
) 3| 201 Pemerintahan dan Pembangunan  |dokumen renja bidang pemerintahan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Manusia pembangunan manusia tepat weakit
Koordinasi Pelakeanaan Sinergitas
- dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja i ) } o o
3 3| 2.01 Demibangurian Dasrah Bidang dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 18 laporan 18 laporan 18 laporan 18 laporan 100% 18 laporan 100% 100%
Pemerintaban
Koordinasi Pelaksa Si e s Ll .
d::) H::ﬁl i o ;.;11‘.&:1.:];]::"8[5&3 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja
sli]z| 201 P TArTomEs s FEEneans®t  ldengan RKPD/RPIMD pada Bidang Pembangunan| 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 100% 4 laporan 100% 100%
Pembangunan Daerah Bidang B
: ; Manusia
Pembanginan Manus=ia
Keordinasi Perencanaan Bidang Persentase perangkat daerah yang menmyusun
=] 3| 202 Perekonoran dan SDA (Sumber dokumen renja bidang perekonomian dan SDA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Deaya Alamn) tepat Lokite
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi Capaian Target

dan Kegiatan Tahun 2025 Target Renstra Permgkwt Daerah s/d
£ program dan tahun berjalan
Urusan/Bidang U Target Renja | Realisasi Reanja Xegiatas
Shudle SmeRiTtahig. Laithly NG I;:::x:::'ﬂi‘: :f;::f:;"si?;ﬁigﬁﬁﬁ D:::::“.h 'l'll.'ll't’m D:mh 'r::m Target Renja Bt ; enis e e - g e
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Ferangeat Renja Tingkat |  Peranglat Program dan Capaian
2024 2024 e Perangkat | Realisasi| Dacrah tahun | Kegiatan s/d Realisusi
Tah urZDZS Dacrah [#a) 2026) tahun berjalan | Target Renstra
fo Tahun 2025 [{tahun 2026) (%¥a)
i E 2 3 4 5 ] T B8=(7/6) 9 10 11
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
" dan Harmonisas Perencanaan Jumlah Laporan Hasil Simkromisas: Renstra /Renja] ¥ I 5
! ] apors apor: a 8 Y : 2 %
slijaj2o3] 4 Pk A4tk Piero Blang dengan RKPD/RP.JMD pada Bidang Infrastraktur 3 laporan 3 laporan 3 laporan |3 laporan 100 3 laporan 100 100%
Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas
” dan Harmonisasi Perencanaan Jumlah Laporan Hasil Sinkrorisasi Renstra /Renja [E - . ey i . : o o
al1ijaj203] 8 Pemb rary Disiersh Bidarig dengan REPD/RP.JMD pada Bidang Kewilayahan & laporan & laporan 5 laporan |5 laperan 100% |5 laporan 100% 100%
Kewilayahan
sls PENELITIAN DAN
PENGEMEBANGAN
3l3l2 PROGRAM RISET DAN INOVASI IPenentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan 20% N/A 20% 25% 125%
IPemntase Kajinn/Riset Berbasis Buldti N/A NfA 5% NfA NfA
slslzl 20 Penelitian, Pengembangan, Jumlah ) dokuwmen  Penelitian, Pengembangan, g e B akernen A A
Pengkafian, dan Penerapan Pengkajan, dan Penerapen
Frziftasrdan Peml..upaan Jumlah doloamen fasilitast dan pembinaan
slel il | g | P etnepenn Bl lak liti b 1 lapor 1 lapor: 1 lapor 11 100% 11 100% 100%
515 1. 3 |pengembangan, Pengkojian, dan  |PERksanaan penelitian, pengembangan, aporan aporan Aporan aporan @ aporan ] a o
o ¥ = pengkanan dan penerapan
Penerapan
Koordinasi dan Sinkronisas Jumlah laporan penyelengearean Koordinasi dan
slsl 5lans | 4 fpreespuanEekielon Reacktien; ailooniaeas pelakascan kebyAlan di icang 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1laporan| 100% 1 laporan 100% 100%
Penpembangan, Pengkajian, dan  |penelitian, pengembanpgan, pengkajian, dan >
Penerapan penerapan
Koordinasi Sistem limu . L . x
shsl wlion | & Feiseetitiies dnriaimn, [P Adimanooriinagi sistem o 1 dolumen |1 dokimen ! : 100% 1 dokumen 100% 100%
Dasrah pengetahuan dan teknologi di daerah dolumen dekumen
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Target dan Realisasi Kinerja Program

Perkiraan Realisasi Capaion Target

dan Kegiatan Tahun 2025 Target i e
program dan un berjalan
U /Bid i Target Renja | Realisasi Renja egintan
sl Eessvciatnba Diaaly, S ?ntm:::ﬂf::x::nu s:[:t xi";;f.f |eu1:;::;mn?:h m:m D:::nh mtm Target Renja s : e DedNansl bron Tk
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan B Renja Tingkat Peranglat Program dan Capaian
2024 2024 5 m‘h | Pesanghut |Reatisasi| pacrass tatun | Heginten afd Realisasi
m::'ﬂ 025 Daerah (%) 2026) tahun berjalan | Target Renstra
Tahun 2025 (tahun 2026) (%)
1 2 3 4 5 (-] 7 8=(7/6) 9 10 11
sls|a] 202 assitastcan Pembsumen etls, | Pesdablgpomn: fasitea) denpratinea stk 1laporan |1 laporan 1laporan |1 laporan 100% |1 laporan 100% 100%
Apresiasi Prestasi Inovasi apresias] prestasi Inovasi
Fagilitasi dan Pembinaan untuk Jumlah mitra perusahasn pemula berbasie ricet
o] 5] 3jz2.02 Pengembangan Perasahaan vang difasilitasi pembinaan dan 1 mitraj N/ A 1 mitra N/fA N/fA 1 mitra N/A N/A
Permula Berbasis Risat pengembangannya
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CAPAIAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN WONOSOBO

Realisasi 4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2025 terhadap Target Renstra 2026

Rata-Rata Capaian Kinerjo 2024 Rato-Rata Capaian Kinerjao 2025

.l/i 103'50% Predikat BAIK @ 100,05% Predikat BAIK

(96,08% pasca normalisasi AKIP) Rata-rata capeian 4 indikator sasaran

SASARAN 1 — MENINGKATNYA KUALITAS KINERJA PERENCANAAN

)

Realisasi 2022-2025 vs Target Akhir Renstro 2026 - Sumber: LKjIP Bappeda 2024 & 2025 (Tabel 3.4)

10 -

Nilai Capaian Kinerjo sudah melampaui
105 target akhir Renstra (85%) sejak tahun
2024 — realisasi 2025 mencapai 95,41%

, _ 100 100 Target
100 - o) O o B o 100
;‘:é‘ "\
g ) g 9541 ™~
E s ‘yAr . - .
§ 90 - -&._‘__, n’:.c_v,__;__‘:-_ ~ ..
85 - i » 85
80 1 o—
79.60 == Nilai Keselarasan Program (%)
=) =)= Nilai Capaian Kinerja (%)
70 - : - == -
2022 2023 2024 2025 2026

a SASARAN 2 - MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK OPTIMAL & PEMERINTAHAN AKUNTABEL

Realisosi 2022-2025 vs Target Akhir Renstra 2026 + Sumber: LKjIP Boppedn 2024 & 2025 (Tabel 3.5)

100 -

Nilai SAKIP 2025 (72,03) sedikit di bawah target W
akhir Renstra (72,47), meski predikat tetap "BB" — J

9 - IKM terus naik tiap tahun

90.81
89.14 89.36
It 904 82”/'4: cr-/_o \"‘-\
= o -
g’ ™ Target
-~
gL 854 S~g 845
3
=
A 75.96
74.34 74.50
75 - O 72.03 Target
- = — ) T2.47
70 - =0= Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM (angka)

=0=Nilai SAKIP (angka)

2022 2023 2024

2025 2026

Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2024 (hasil reviu Inspektorat) dan Tahun 2025. Data realisasi tahun 2021 tidak tersedia pada
dokumen sumber (indikater baru mulai diukur dan dilaporkan secara konsisten sejak tahun 2022).
Titik “Target 2026" merupakan target akhir Renstra 2021-2026, bukan realisasi,

o Catatan: Grafik menampilkan realisasi aktual 4 Indikator Kinerjo Utama (IKU) sasaran strategis Bappeda dari Laporan Kinerja

Sumber data: LKjIP Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 (Hasil Reviu Inspektorat) & Tahun 2025
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Penjelasan dari grafik/diagram 2.1
Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2022-2025

Grafik di atas menggambarkan capaian kinerja Bappeda Kabupaten
Wonosobo dalam mendukung peningkatan kualitas perencanaan,
pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel selama
periode 2022-2025, dengan membandingkan realisasi indikator kinerja
utama terhadap target akhir Renstra Tahun 2026. Data tersebut
memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja sekaligus posisi

capaian Bappeda dalam memenuhi sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang positif.
Pada tahun 2024, rata-rata capaian kinerja tercatat sebesar 103,50%,
sedangkan pada tahun 2025 mencapai 100,05%. Kedua capaian tersebut
memperoleh predikat “Baik”, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan
program dan kegiatan Bappeda secara keseluruhan telah berjalan efektif
dan mampu memenuhi, bahkan pada beberapa aspek melampaui, target

kinerja yang ditetapkan.

Pada Sasaran 1, yaitu meningkatnya kualitas kinerja perencanaan, terlihat
adanya tren peningkatan nilai capaian kinerja dari tahun ke tahun. Nilai
capaian meningkat dari 79,60% pada 2022, menjadi 83,23% pada 2023,
kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 91,92% pada 2024, dan
mencapai 95,41% pada 2025. Dengan demikian, terdapat peningkatan
sebesar 15,81 poin persentase antara tahun 2022 dan 2025. Capaian tahun

2025 tersebut telah melampaui target akhir Renstra 2026 sebesar 85%.

Sementara itu, Nilai Keselarasan Program menunjukkan kondisi yang
sangat baik. Indikator tersebut konsisten berada pada angka 100% selama
periode 2022-2025 dan memiliki target akhir Renstra 2026 sebesar 100%.
Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dan keselarasan antara
perencanaan program dengan arah kebijakan pembangunan yang telah
ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam
mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah yang semakin

terintegrasi.

Pada Sasaran 2, yaitu mewujudkan pelayanan publik optimal dan
pemerintahan yang akuntabel, terdapat dua indikator utama yang
menunjukkan dinamika berbeda. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

mengalami tren peningkatan dari 87,15 pada 2022, menjadi 89,14 pada
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2023, 89,36 pada 2024, dan mencapai 90,81 pada 2025. Capaian tersebut
menunjukkan adanya peningkatan persepsi masyarakat terhadap kualitas
pelayanan publik. Target akhir Renstra 2026 untuk indikator ini adalah
84,50, sehingga capaian tahun 2025 telah berada di atas target tersebut.

Di sisi lain, Nilai SAKIP mengalami peningkatan dari 74,34 pada 2022
menjadi 74,50 pada 2023, kemudian 75,96 pada 2024, sebelum turun
menjadi 72,03 pada 2025. Capaian tahun 2025 masih berada di bawah
target akhir Renstra 2026 sebesar 72,47, sehingga aspek akuntabilitas

kinerja masih memerlukan perhatian dan penguatan.

Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa kinerja Bappeda
Kabupaten Wonosobo berada pada arah yang positif, khususnya dalam
kualitas perencanaan, keselarasan program, dan kepuasan masyarakat.
Namun demikian, peningkatan kualitas SAKIP perlu menjadi perhatian
strategis agar pencapaian indikator kinerja berlangsung lebih konsisten. Ke
depan, diperlukan penguatan koordinasi, monitoring dan evaluasi, kualitas
perencanaan berbasis data, serta tindak lanjut hasil evaluasi secara
berkelanjutan agar seluruh indikator dapat mencapai atau melampaui
target akhir Renstra 2026. Dengan demikian, Bappeda diharapkan semakin
mampu menjadi penggerak perencanaan pembangunan daerah yang efektif,
terukur, responsif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil serta manfaat

bagi masyarakat.

Sebagai kelanjutan evaluasi capaian kinerja bidang urusan, disajikan pula
indikator pelayanan Perangkat Daerah lainnya. Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Wonosobo bukan merupakan perangkat daerah penyelenggara urusan
pemerintahan yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM)
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh
karena itu, evaluasi kinerja pelayanan Bappeda dilakukan melalui indikator
pelayanan perangkat daerah yang menggambarkan kualitas tata kelola
perencanaan, akuntabilitas kinerja, inovasi daerah, serta kepuasan

pemangku kepentingan.
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Tabel 2.2

BAPPEDA KABUPATEN WONOSOBO

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGEKAT DAERAH

Target Target Target Target Realisasi Realisasi Proyeksi Proveksi
No Indikator Renstra PD Renstra PD Renstra PD Renstra PD Capaian Capaian Capaian Capaian Catatan
Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n Tahun n+1 Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n Tahun n+1 Analisis
{2025) (2026) (2027) (2028) (2025) (2026} (2027) (2028)
3 2 B 6 7 8 > 10 11 12 13
1 MNilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja 21.95 22,15 22 31 22.47 22.03 N/A 22.31 22.47
2 Nilai Keselarasan Program Prioritas 100% 100%% 100% 100% 10025 N/A 100% 100%
Persentase hasil musrenbang kecamatan
3 yvang terakomodir dalam perencanaan dan 100% 100% 100% 100% N/A N/A 1002 100%
peEngAnggaran
4 Nilai kapabilitas Inovasi 2.92 2,94 2.96 2.98 3.02 N/A N/A N/A
Tilai ] (9] isasi Pe 2
5 T.wleu Kematangan Organisasi Perangkat a7 a8 a8 40 a4 N/A a8 a0
Daerah
5] Nilai SAKIP Perangkat Daerah 73,00 4,00 75,00 77,00 72.03 N/A 73,00 77,00
7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 89.61 80.68 90.21 90.61 89.36 NfA a0.21 90.61
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Grafik/Diagram 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAFPEDA KABLIPATEN WONGOSOBO « TABEL 2.2

INDIKATOR KINERJA 2025 2027

1. Milai SAKIP Kampanen 21.95 22,03 2231 2.3 = Targat
Ferancanasn Kinsrgs

3. Persantase hastdl Musrenbang Kecamatan 100 WA 100 100% DOata N/A
yang terakomadir

4. Nila: Kapabilitas Inovasi

5. Milal Kematangan Organisasi 47.00 44,08 4B.00 48.00 Target
Prrangkat Daerah

. Milai SAKIF Perangkat Daarah

o #0.2 1 Target
7. Indeks Kepuasan Masyarakat {IKM) Lt Fa i 4

RINGKASAN: apalan M5 umumnya mendakati stau mencapal target. Bebarapa indilator menunjuldon kibutuban pengustan, berutama SAKIP Peranglkat Doeral

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan Il Tahun 2026 terhadap
realisasi Tahun 2025, secara umum capaian kinerja pelayanan Bappeda
menunjukkan hasil yang baik. Dari tujuh indikator pelayanan yang
dievaluasi, sebagian besar telah mencapai target atau menunjukkan tren
peningkatan pada periode perencanaan berikutnya. Hal ini mencerminkan
bahwa pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan, pengendalian,
evaluasi, penelitian, dan pengembangan telah berjalan secara efektif dalam

mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Penjelasan atas indikator pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

- Indikator Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja
menunjukkan realisasi Tahun 2025 sebesar 22,03, melampaui target
Renstra sebesar 21,95. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa
kualitas perencanaan kinerja semakin baik dan telah memenuhi
aspek keselarasan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta
dokumen perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2027 dan
2028 nilai tersebut diproyeksikan terus meningkat menjadi 22,31 dan
22,47,

- Indikator Nilai Keselarasan Program Prioritas telah mencapai target
100 persen, menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang

dilaksanakan perangkat daerah telah selaras dengan prioritas
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pembangunan daerah maupun prioritas nasional. Demikian pula
indikator Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang
Terakomodir dalam Perencanaan dan Penganggaran ditargetkan
mencapai 100 persen, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah
dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat ke dalam dokumen

perencanaan pembangunan secara partisipatif;

Pada aspek inovasi daerah, Nilai Kapabilitas Inovasi telah
melampaui target yang ditetapkan. Target Renstra Tahun 2025
sebesar 2,92 berhasil direalisasikan sebesar 3,02, yang menunjukkan
peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan
dan memanfaatkan inovasi untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan serta pelayanan publik. Capaian tersebut menjadi
modal penting dalam mendorong budaya inovasi yang berkelanjutan

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

Sementara itu, Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah dan
Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum sepenuhnya mencapai target
yang ditetapkan. Realisasi Nilai Kematangan Organisasi Tahun 2025
sebesar 44 masih berada di bawah target 47, sedangkan Nilai SAKIP
Perangkat Daerah terealisasi sebesar 72,03 dari target 73,00.
Meskipun demikian, kedua indikator tersebut masih menunjukkan
kondisi yang baik dan diproyeksikan mengalami peningkatan pada
tahun-tahun berikutnya melalui penguatan tata kelola organisasi,
peningkatan kualitas manajemen kinerja, serta penyempurnaan
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP);

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), realisasi Tahun
2025 sebesar 89,36 sedikit di bawah target 89,61, namun masih
berada dalam kategori pelayanan yang sangat baik. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Bappeda telah mampu
memenuhi harapan sebagian besar pengguna layanan, meskipun
masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam aspek kecepatan
layanan, kemudahan akses informasi, dan peningkatan kualitas
komunikasi kepada pemangku kepentingan. Target IKM
diproyeksikan meningkat menjadi 90,21 pada Tahun 2027 dan 90,61
pada Tahun 2028 sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas

pelayanan secara berkelanjutan.
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Secara keseluruhan, evaluasi capaian kinerja pelayanan perangkat
daerah menunjukkan bahwa kinerja Bappeda Kabupaten Wonosobo
berada pada kondisi yang baik dengan sebagian besar indikator telah
memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Adapun indikator
yang belum mencapai target menjadi perhatian dalam penyusunan
program dan kegiatan pada tahun berikutnya melalui penguatan tata
kelola organisasi, peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas
kinerja, pengembangan inovasi daerah, serta peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan dan
penyusunan Rancangan Akhir Renja Bappeda Tahun 2027 agar semakin
efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten

Wonosobo.

2.2 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Wonosobo Tahun 2025, arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029, prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD
Kabupaten Wonosobo Tahun 2027, serta perkembangan lingkungan
strategis di tingkat nasional maupun daerah, dirumuskan berbagai
permasalahan dan isu strategis yang menjadi perhatian dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda pada Tahun 2027. Rumusan ini
menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan agar
lebih responsif terhadap tantangan pembangunan serta mampu
mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif,
efisien, dan berkelanjutan. Secara umum, hasil evaluasi Renja Tahun 2025
menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target
yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang
memerlukan penguatan, khususnya dalam peningkatan kualitas
perencanaan pembangunan berbasis data, penguatan implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan
kematangan organisasi, optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan
inovasi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pemangku
kepentingan. Selain itu, dinamika kebijakan pemerintah pusat yang
semakin menekankan sinergi antara perencanaan, penganggaran,
pengendalian, dan evaluasi pembangunan menuntut Bappeda untuk terus

meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola
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perencanaan. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama yang

dihadapi Bappeda Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2027 dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1.

Belum optimalnya integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antara
dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen
perencanaan perangkat daerah, penganggaran, serta kebijakan

pembangunan nasional dan provinsi;

. Belum optimalnya kualitas data perencanaan pembangunan yang

akurat, mutakhir, terintegrasi, dan mudah diakses sebagai dasar

penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy);

. Belum optimalnya kualitas pengendalian, monitoring, evaluasi, dan

pelaporan pembangunan dalam mendukung pengambilan keputusan

yang cepat, tepat, dan akuntabel,

. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) dan penerapan manajemen kinerja yang
berorientasi pada hasil (outcome) dalam mendukung peningkatan

kualitas tata kelola pemerintahan;

. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian, pengkajian,

pengembangan, dan inovasi daerah sebagai dasar penyusunan

kebijakan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah;

. Masih perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, kompetensi

sumber daya manusia, transformasi digital, serta kolaborasi lintas
perangkat daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan yang

semakin kompleks.

Berdasarkan permasalahan tersebut, isu strategis yang akan menjadi

fokus penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Wonosobo

Tahun 2027 meliputi:

1.

2.

Penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang

terintegrasi, adaptif, partisipatif, dan berbasis kinerja;

Pengembangan sistem data perencanaan dan statistik sektoral yang
terpadu sebagai fondasi perencanaan berbasis data dan pengambilan

keputusan yang berkualitas;
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3. Peningkatan efektivitas pengendalian, evaluasi, dan akuntabilitas
kinerja pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian target

RPJMD dan prioritas pembangunan nasional.;

4. Penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan
implementasi Reformasi Birokrasi, SAKIP, Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP), dan manajemen Risiko;

5. Optimalisasi penelitian, pengembangan, serta inovasi daerah guna
menghasilkan kebijakan yang inovatif, berbasis bukti, dan

memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah;

6. Percepatan transformasi digital dalam proses perencanaan,
penganggaran, monitoring, evaluasi, pengelolaan data, dan pelayanan
publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel.

Rumusan permasalahan dan isu strategis tersebut menjadi landasan
dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Bappeda Kabupaten
Wonosobo Tahun 2027. Melalui penetapan program, kegiatan, dan
subkegiatan yang tepat sasaran, diharapkan Bappeda mampu
meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  fungsi  perencanaan
pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah, sehingga dapat
mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun
2025-2029, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta
mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara

berkelanjutan.

2.3 Inovasi Bidang Urusan

Program Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Wonosobo dilaksanakan
melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan Penelitian, Pengembangan,

Pengkajian, dan Penerapan, dan kegiatan Invensi dan Inovasi.

a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dilaksanakan melalui 3 (tiga)
sub kegiatan yaitu Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penelitian, Pengembangan,
Pengkajian, dan Penerapan, serta Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi di Daerah, melalui Koordinasi-koordinasi kegiatan KKN,

koordinasi Indeks Inovasi Daerah (IID), sosialisasi pengukuran IID,
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entry data dukung untuk pengukuran IID, dan koordinasi dengan

BRIN;

Kegiatan Invensi dan Inovasi dilaksanakan melalui Sosialisasi dan

pendaftaran Lomba krenova provinsi, entry proposal Lomba Krenova

Provinsi Jawa Tengah, Penilaian Final Lomba Krenova Provinsi Jawa

Tengah, Sosialisasi Lomba Krenova Kabupaten Wonosobo

Selain itu, inovasi bidang urusan lainnya yang dikembangkan Bappeda

Kabupaten Wonosobo antara lain :

kebutuhan, hasil pembahasan dengan pemangku kepentingan,

Sekolah Perencana Gotong Royong yang mempunyai tujuan untuk
meningkatkan kompetensi perencana Perangkat Daerah di
lingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

Sistem Informasi Manajemen Kesejahteraan (SiMaKe) aplikasi
berbasis web yang dirancang untuk pengelolaan data kemiskinan di
tingkat daerah. Tujuan utama aplikasi ini adalah agar data
kemiskinan menjadi akurat dan terkini, serta untuk memastikan
program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh berbagai
Perangkat Daerah (OPD) dapat terpadu dan saling bersinergi. Sistem
ini menciptakan keselarasan antara data kemiskinan daerah dengan
data kemiskinan dari Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG.
Aplikasi Garasi Data Utama Perencanaan (Gardu Perencanaan)
adalah aplikasi sistem informasi evaluasi daerah terpadu dan
terintegrasi, yang dikembangkan dengan teknologi berbasis web
(client server) untuk mendukung program monev kerja di Pemerintah

Kabupaten Wonosobo, sehingga menjadi lebih mudah dan efisien.

2.4 (Khusus Rancangan Akhir) Review dan Perbandingan
Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir Renja Perangkat

Daerah

Review dan perbandingan antara Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir
Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 dilakukan sebagai

bagian dari penyempurnaan dokumen perencanaan sesuai hasil analisis

serta

penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten
Wonosobo Tahun 2027. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa

program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target capaian, dan pagu
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anggaran telah selaras dengan prioritas pembangunan daerah, kemampuan
keuangan daerah, arah kebijakan nasional, serta ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Perbandingan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3 (T-C.31)
menunjukkan bahwa secara umum struktur program, sasaran, indikator
kinerja, dan target capaian pada Rancangan Akhir Renja tidak mengalami
perubahan yang signifikan dibandingkan dengan Rancangan Awal.
Perubahan yang terjadi lebih banyak berupa penyesuaian pagu anggaran,
penyempurnaan alokasi belanja pada kegiatan dan subkegiatan, serta
penyesuaian kebutuhan riil berdasarkan hasil pembahasan dan
kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, substansi perencanaan tetap
diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan Kabupaten
Wonosobo Tahun 2027.

29



Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD / RENJA PERANGKAT DAERAH
[TABEL KHUSUS PERBANDINGAN RANCANGAN AWAL DAN RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH)

Kabupaten Wonosobo Bappeda Tahun 2027

RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif)

RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan / Perkada RKPD - Pagu

Definitif) Selisih Pagu Keterangan
Nao Anggaran [Bertambah /
Target Pagu Indilcatif Target Pagu Definitif (Rp.000) Berkurang / Tetap)
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Cap (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capatan (®p.000)
(1] (2) 3 (4) (%) (&) (7) {g) {9) {1 (11) (12} {13}
Badan Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan dan Pengembangan Daerah
Daerah
UNSUR PENUNJANG UNSUR PENUNJANG URUSAN
RUUSAN FEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
PERENCANAAN PERENCANAAN
1 |PROGRAM PENUNJANG Persentase Aset Perangkat PROGRAM FENUNJANG FPersentase Aset Peranghkat
URUSAN PEMERINTAHAN Daerah dalam kondisi baik URUSAN PEMERINTAHAN Daerah dalam kondisi baik
DAERAH 100% | Rp10.911.962 000|DAERAH KABUPATEN/KOTA 100% Rp7.636.020.729] -Rp3.275.941.271 Berkurang
KABUPATEN /KOTA
Calexipan Pl tyanan 100 Rpl0 217783299 Calmpan Pelayatian 100 Rp7.636.020.729) -Rp2 581762570 Berkur,
Administrasi Perkanitoran ¥ it AL NS Administrasi Pe rkantoran % iy = i RS = SEEEEnE
Nilai Keterbukaan Informasi . Nilai Keterbulkaan Informasi
IPuhlik (K1p) 91,00 Publik (KIP) 91,00
Persentase Keterisian Data Persentase Keterisiam Data
Statistik Sektoral 100 Statistik Sektoral Ti0
Nilai Hasil Pengawasan 65,00 Nilai Hasil Pengawasan 65,00
Kearsipamn Kearsipan
Persentase Keselarasan Persentase Keselarasan
Program Perangkat Daerah 280 Program Peranglat Daerah -
dengan Rencana Kerja ki dengan Rencana Kerja o
Pemerintah Dasrah (RKPD) Pemerintah Daerah (REPD)
Fere . |Pere , Fe, 3
o . |Bappeda Fersentase dokumen perencanaan STEnCAnaan, LENgmgat.  Npappeda Persentase dokumen perencanaan
FPenganggaran, daon Evaluast | dan Evaluasi Kinerjo Perangicat o _
z: ; ah. dan pelaporan yang disusun tepat | 100% Rp25500.284 : Kb, dan pelaparan yang disusun tepat | 100% Rp8.G2Z3 2801 -Rpl7.077.004 Berkurang
Kinerja Perangkat Daerah Daerah
Wonasalo  fuwakaor Wonosobo  fwaktu
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 5 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan =
Perencanaan Perangkat IFel'angk;ﬂ Daerah dokume Rp1027 0666 Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah dokl?men Rp3.785.000) -Rp6.485.666 Berkurang
Daerah n Daerah
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RANCANGAN AWAL RENJA PERANGHAT DAERAH (Pagu Indilcatif)

RANCANGAN AKHIR RENJA FERANGKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan / Ferkada RKFD - Fagu

Defimitif) Selisih Pagu Keterangan
No Anggaran (Bertambah/
Target Pagu Indilcif Target Pagu De fini tif (Rp.o00) Berkurang/Tetap)
Aalan Lokasi Indikator Kinerja Fra, egiatan Lokasi Indikator Kin
i o Capalan (Rp.000) gram/ieg Kkt Capalan {Rp.000)
Evaluasi Kinerja Perangkat Jutnlal Laporan Evaluasi Kinerja ) Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja | : ~ 3
lDaerah Perangkat Daerah laporan Rplacaaoly Daerah Perangkat Daerah G laporan Rp53g.260] -Rpl0491.338 Berkurang
;d"m”j:'mg R's'i.r;mgnr: Boppeda |junlah Pelaporan Keuangar 2 ,:dr:-u'ni:cb"afm}\'j;;ngnn Bappeda wmlah Pelaporan Keuangen 2
rangkatBearal i Perangkat Daerah yang disusen dakurme RpR.032.162.300 NG e Kal Perangkat Daerah yang disusun aokuiTen fp6d85 7186684 | -Rp2 546443416 Berkurang
Wanosoba  ftepat waktu n/bulan Wonasabo tepot waktu Ahrlan
Jumnlah Orang vang R, Jumlah Orang yang
II’-.*n_'_,'edla.m Hdllfan Menerima Gaji dan Tunjangan 41 orang| RpS.032.162.300 Ppngedl‘un Galt.dan Menerima Gaji dan Tunjangan 41 orang Rpé.485.718.6804) -Rp2.546443.416 Berkurang
Tunjangan ASN (Tunjangan ASN i
ASN ASN
Admintstrasi Umwm Ll rmirnis trast Ui Perang leat
Eappeda ) o . Bappeda L ~
Ferariknt Duein); Kb, e P 1009 Rp424,202.165|Prerah Kah | metase Raul it Btz 100% Rp267.443.313] -Rp156.848852 Berkurang
Administrasi Urmam Administrast Unum
Waonosobo Wenosobo
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Kemponen Instalast Penyedlaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi
Instalasilistik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan InstalasiListrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan
akat 258, cet 500, -Rpl.758.37 = z
Bangunan Kantor Kantor vang Disediakan Tipaloel Bp>2h 870 Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan Lpaken Bpas0000 Rpl:/nd:370 Herlourang
Penyediaan Peralatan dan Jumlal Paket Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan
Ferlenghkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 1 paket Rp69.537.394)Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 1 paket Rp50.000000) -Rpl9.537.394 Berkurang
Disediakan . Disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah ; " aan|Fenyediaan Peralatan Rumah jumlah Paket Peralatan Rumah : R i
Rumah Tangza Tangga yang Disediakan TR i [Tangga Tangza vang Disediakan Lpaket Rp3eu0ano) Belioen 0 Reriurang
Fenyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Fenyediaan Barang Cetakan Jumlah Faket Barang Cetakan dan
dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 4 ppaket Rp25.03345%dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 4 ppaket Rp23.000.0000 -Rp2.033.459 Berkurang
Fenyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 1 Penyediaan Bahan Bacaan dan jumlah Dokumen Bahan Bacaan
- = . — 1
dan Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang- doloume Rpil.112595{Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang- Y S Ep3.800.000f Rp2.687.405 Eertambah
undangan Undangan vang Disediakan il un dangarn Undangan yang Disediakan
Penvelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Koordinasi dan Konsultasi Rapat Keordinasi dan Konsultasi 12 z . [Koordinasi dan Kansultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 ;
SKPD SKPD i-‘lpﬂ]’al‘l Rp2722B3414 SKPD SKPD Iapmran Rpl50.142313) -Rpl22.14D0.103 Berkurang
FPengadean Barang Milik Pengadaan Barang Ml
Daerah Penunjang Urusan  |Bappeda Persentase realisasi Pengadaan (Daereh Penun fang Urusan Bappeda Persentase realisasi Pengadaarn
Pemerintah Daerah Wb Brarang Milfk Dacrah Penun) aig 100% Rp247.553.135 Pemerintah Doerah Kb arang Mk Daeral Penunfarng 100% RpO) -Rp247 553.135 Berkuramng
Wonosobo | Urusan Pemerintah Daerah Wonosobo Urusan Pemerintalt Dasrah
Jumlah Paket Mebel yang 3 0 ] Jumlah Palket Mebel yang E
IFE[Jg;i.d.::n Mebel Disedlakan 2 unit RpZ0.8a6l.2 16fFPengadaan Mebel Dleediakan 2 unit RpO] -RpZ0.E61.214 Berkurang
Pengacla;fn Peralatan dan ]u.r.nlah Uit Pel.alarfan dan Mesin 5 unit Rp226.691919 Pensmlaa..n Peralatan dan fmjn]:;h Unit Pe-r_aL-at.an dan Mesin 5 unit Rpo| -Rp226.691.910 Berkurang
Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan Mesin Lainnya Lainnva yang Disediakan
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RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagn Indikatif)

RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGEKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan / Perkada RKPD - Pagu

Definitif) Selisih Pagu Keterangan
No Anggaran (Bertambah
Pr e Lokasi Indikator Ki Target Papu Indikauf By ;i Eokal Indikator Ki Target Pagu Definidf (Rp.000) Berkurang [Tetap)
ngram/Heglatn 4 & nerja Capaian (Rp.0D0O) aram/Ke =5 nerfa Capaian (Rp.o0o)

Fenyediaan jasa Penunjong FPenyediaan jasa Fenunjong
Urusan Pemerintakhian Bappeda Persentnse reallsas! belanjo Urusan Pemertnizhon Daerah | B0ppeda Persentase realisas! belanja
Dl Kab. Penvediaan Jasa Penunjong 1009 Rp204.718.097 Kab. Penyediaan fasa Penunjong 100% Rp672210.240] Rp467.492143 Berkurang

Wonosobo  |Urusan Pemerintahan Daerah Wonosabo Urusan Pemerintahan Dasrah
diaan Jasa c umlah Laporan Penyediaan [asa 2djaan |: at umlah Laporan Penyediaan [asa Rpl.200.000 o
Penyediaan Jasa Surat J ap! yediaan Jas 12 Rp1668.897 Penyediaan Jasa Sura ! ; AP i 1 12 P -Rp468.897 Berkurang
Menyurat Surat Mﬁlllyl_l.rr‘lr laporan Menyurat Surat Menyurat 1J:||:u:|l'.1_11
Penyediaan [asa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa i Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
i 12 Penyediaan fasa Komunikasl, iz
Komunikasi, Sumber Daya Komunilasi, Sumber Daya Air jiparan Rp203.049200 Sll;f’l:ﬂl‘ Da __L Air ﬁ_:; stk Komunikasi, Sumber Daya Air fomoram Rpl46.000.000] -Rp57.049.200 Berkurang

Air dan Listrik dan Listrik yang Disediakan Apars = = dan Listrik yang Disediakan apors

I Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan |asa Peralatan Peralatan dan Perlenghkapan 12 Penyediaan [asa Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan 12 Rp0 Teta
dan Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan laporan Perlengkapan Kantor Hantor yang Disedialcan laporan P Bty

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa i Jumlah Laporanr Penyediaan Jasa Rpb25.010.240

|penyediaan Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor yang 1 Rpes 1.430.?36IPenyEdl'm“ Jaza Pebryaman Pelayanan Umum Kantor yang Le -Rplb6.470.496 Berkurang

Umum Kantar ¥ laparan Umum Kantar B laporan
Disediakan Disedlakan

Pemeltharaan Barang Milik [Pemeliharaan Barang Milik
Daeroh Penunjang Urusan Rappedn Fersentase realisast Femeliharaan Doerah Penunjang Uruson Bappeda Persentase realisasi Pemeliharaan
Femerintahan Daerah Kab. Barang Milik Doerah Penunjang 1009 Rp283157.518 Femerintohan Deerah Kab. Barang Milikc Daerah Penunjang 10094 Rp201.825.012) -RpB1.332.306 Berkurang

Wonasobo  |Urusan Pemerintahan Daerah Wonaosabo Urusan Pemerintahan Dasrah
Penyediaan [asa Jumlah Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, jumlah Kendaraan Dinas

Pemeliharaan. Blaya Operasional atau Lapangan yang Biaya Pemelilaraan, Pajak dan Operasional atau Lapangan yang
FPemeliharaan, Fajak dan Dipelihara dan dibayarkan Fajak Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajalk
Perizinan Kendaraan Dinas dan Perizinannya 20 unit Rp148230.165 0perasional atau Lapangan dan Perizinannya 20 unit Rpl06.563.052) -Rpdl1647.113 Berkurang
Operasional atau Lapangan

Jumlah Mebel yang Dipelihara ] o fumlah Mebel yang Dipelihara Rp4.500.000 -

Il’erue!ilmaan M ebel 1 unit Rp6258.3 rﬂll’eme!llmmmu Mebel 1 unit -Rpl.758.570 Berkurang
PEL!I.E‘Iih.'IIQ.'In Feralatandan Tl.ll.?ﬂ.‘lh Pemlat.:_n d..m }\:Tesin . Rp67.657.078) Pemeliharaan Peralatan dan |'ur.nLah Pe.m!.:ra.nd'..m Mesin — Rpaz.741.960] -Rp29.915.118 Berkuranz
[Mesin Lalnnya Lainnya yang Dipelihara Mesin Lainnya Lainnya yang D lﬂei: hara
Petneliharaan/Rehabllitas] I;mhh GET:;'S K‘j'mor dan Pemellharaan/Behabllitasl E"mlfh GET_IZE Yantordon
Gedung Kantor dan angunan tannyagang 20 unit Rp61.011.705)Gedung Kanter dan Bangunan AnBUTAN A inTL YR yang 20 unit Rp53.000.000] -Rp8.011.705 Berkurang

3 Dipelihara/Direhabilitasi 5 Dipelihara fTirehabilitasi
Bangunan Lainmya Lainnya
2 JPROGRAM PERENCANAAN, FPersentase Program Prioritas PROGRAM PERENCANAAN, Persentase Program Prioritas
PENGENDALIAN DAN Bappeda Nasional yang didukung PENGENDALIAN DAN Bappeda Nasional yang didukung
EVALUASI PEMBANGUNAN JKah. Program Daerah 100% Rp63 3464 000 EVALUASI PEMBANGUNAN  JHab. Program Daerah 100%, Rp330. 522 628] -Rp302 941372 Berkurang
DAERAH Wonosobo DAERAH Wonosobo
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RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Pagu Indikatif) RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH [_H:'asil Analisis Kebutuhan / Perkada RKFD - Pagu .
Definitif) Selisih Pagu Keterangan
No Anggaran [(Bertambah/
Target Pagu In dilcatif Target Pagu De finiti F (Rp.000) Berkurang/ Tetap)
Pro Kegiatan Lokasi Indilkator Kinerja Pro, Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
AR e i Capalan (Rp.000) gram/Kegla b Capaian {Rp.000)
Persentase Keselarasan Persentase Keselarasan
Program RPJMD dengan RKPDY 100%% Program RP[MD dengan RKFD 100%,
Persentase Keselarasan Persentase Keselarasan
Dokumen Perencanaan 1009 Dokumen Perencanaan 10085
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Persentase Ketersediaan Persentase Ketersediaan
Dokumen Evaluasi 100%; Dolcumen Evaluasi 1005,
FPerencanaan Perencanaan
Penyusunan Perencanaan Bappeda Fenvusunan Perencanaan dan | Bappeda
rIentage 2 2 sl iy -
dan Pendanaan Kb, Prisentase dokumen peyencanadn | 0 Rp364.721.328 |Pendanaan Kab. fersencitse dokymen perspamnau | yha. Rp275.522626] -Rpee.198.700 Berkurang
[vang disusun g dISTiRT
Waonosoba Wonosobo
Pelakzanaan Musrenbang Jumlah Berita Acara Musrenbang | 2 berita . Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Berita Acara Musrenbang | 2 berita . I - .
IKal:lup:lteufKot:i Kabupaten /Kota acara Rpio )'4lbsqgli\'nhupaten/l{ma Kabupaten/Kota acara Rp100.522.628 Rp8.893.771 Berkurang
Koordinasi Penyusunan dan Jumlah Dokumen Perencanaan Koordinasi Penyusunan dan Jumlah Dokumen Perencanaan
Fenetapan Dokumen Pembangunan Daerah = Fenetapan Dokumen Fembangunan Daerah 3
Perencanaan Pembangunan Kabupaten /Kota yang dokume Rp255.304929]Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Apinafes Rpl75.000.0008 -RpB0.304.929 Berkurang
Daerah Kabupaten /Kota Ditetapkan[RP|FD/RPI MO,/ R n Daerah Kabupaten/Kota Ditetaplan(RPjFD/RFIMD/RK i
KFP D) KPD)
Aralisis Data dan Informasi 5 4 Persentase ketensian data Analisis Data don Informasi B . Persentase keterision data
: nppeda FRERTRNe Ly appeda S
Pﬁrniea?nwhm Doerah Kb, capaian indikator RPAMD 100% Rp328249.196 Femerimahan Daerah Bidang Py capatan indikator REIMD 100% rpsooooceo| Rpa7e 240196 Beslaitiing
Bidang Perencanaan Perenconann Pembanguwnon 3
Waonosobo Wonasoho
Pembangunan Dacrah Daerah
Analisis Data dan Informasi Jumlah Dokumen Hasil Analisis Analisis Data dan Informasi Jumlah Dokumen Hasil Analisis
Perencanann Pembnngun.:n Data untuk Penyusunan 1 Perencanaan Pemh:mgun:m Diata untuk Penyusunan i
Daerah Kebljakan Perencanaan dokume Rpl64.124.598]Daerah Kebijakan Perencanaan dola Rp25.000.000) -Rpl139.124.598 Berkurang
Pembangunan Daerah (Semua n Pembangunan Daerah [Semua ey
Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan
Pembinaan dan Jumlah Orang yvang Dibina dalam . jumlah Orang yang Dibina dalam
Pemanfaatan Data dan Pemanfaatan Data dan Informasi Ee:nb;ma]n t_d:m P:Tmnhmm Pemanfaaran Data dan Informasi
Informas| Perencanaan 40 prang Rple4.124598 ks AN e e 40 orang Rp25.000000) -Rp139,124 508 Berkurang
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Peranghkat
Peranghat Daerah
Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan wnloh Dolwmen Monitering dan Fengendalian, Evaluast dan Jumlah Dolamen Monitering dan
Pelaporan Bidang Bueppeda Evaluast RKPD yang Tersusun .4 Pelaporan Bldung Perencanaan |Bappeda |Evaluasi RKPD yang Tersusun 4
Perencanaan Pembongunan |FoB- Tepat Walktu dokiume Rpi04.618.075  pembangunan Daerah Kab. Tepat Waktu dokumen Rp30000.000) -Rp74.618.076 Berlurang
Daerah Wonosobo ] Wonosabo
Monitoring. Evaluasidan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Monitoring, Evaluasi dan Ih:mbh Laporan Hasil Evaluasi
Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah Penyusunan Laporan Berkala Kinerja Pembangunan Daerah
' I ! 6 4 Rpl04.618.075 ¥ P 1 igunan 4 laporan| Rp30.000,000) -Rp74.618.075 Berkurang
Berkala Pelaksanaan laporan Pelaksanaan Pembangunan
Pembangunan Daerah Daerah
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RANCANGAN AWAL RENJA PERANGHEAT DAERAH (Pagu Indikatif)

RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT

DAERAH [Hasil Analisis Kebutuhan / Perkada RKFD - Pagu

Definitif) Selisih Pagu Keterangan
No Anggaran (Bertambah/
Target Pagu Indilcarif Target Pagu Definiuf (Rp.0oo) Berkurang,/ Tetap)
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capalan (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja CHSE (Rp.000)
3 JPROGRAM KOORDINASL Persentase Keselarasan PROGRAM KOORDINASI DAN Persentase Keselarasan
DAN SINKRONISASI Program RKPD dengan SINKR ONISASI Program RKFPD dengan
PERENCANAAN Bappeda Program Renja PD pada PERENCANAAN Bappeda Prograim Renja PD pada
PEMBANGUNAN DAERAH [ab. Bidang Pemerintahan dan 100% | Rp1.072.037.000lpEMBANGUNAN DAERAH  [Kab. Bidang Pemerintahan dan 100% | Rp1.102.157.428] Rp30.120.428 Bertambah
Wonosobo |p, ybangunan Manusia Wonosobo | pephangunan Manusia
Persentase Hetersediaan Data Persentase Heterscediaan Data
Perencanaan Sesuai SOP pada Perencanaan Sesuai SOP pada
Bidang Pemerintahan dan 10004 Bidang Pemerintahan dan 1000
Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia
Persentase Keselarasan Persentase Heselarasan
Program RKPD dengan Program RKPD dengan
Program Renja PD pada 100% Program Renja PD pada 100%
Bidang Infrastruldtur dan Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan Kewilayahan
Persentase Ketersediaan Data Persentase Ketersediaan Data
Perencanaan Sesuai SOP pada Perencanaan Sesuai SOP pada
Bidang Infrastruktur dan 100% Bidang Infrastrukiur dan 100%
Kewilayahan Kewilayahan
Persentase Keselarasan Persentase Keselarasan
Program RKPD dengan Program RKPD dengan
Program Renja PD pada Bidang | 100% Program Renja PD pada Bidang | 100%
Perekonomian dan SDA Perckonomian dan SDA
Persentase Ketersediaan Data Persentase Ketersediaan Data
Perencanaan Sesuai SOF pada Perencanaan Sesuai SOF pada
Bidang Perelkonomian dan SDA 100% Bidang Perekonomian dan SDA 100%
Koordinasi Perencanaan Persentase Ferangkatr Doerah Koordinasi Perencanaan Persentase Perangfar Daerah
Bidang Pemerintnhan dan  |Bappeda |verng menyusun doiumen Renfa Bidang Pemerintahan darn Bappeda ang menyusun dokumen Renja
Pembangunan Manusia Kab. Bidang Pemerintahan dan 1009 Rp350.959.06 1 Pembangunan Manusie Kb, Biddang Pemerintahan dan 10088 Rp507 426,114] Rpl56.537.053 Bertambah
Wonosobo | Pembangunan Manusia tepat Wonasobo Pembangunan Manusia tepat
wakciu walktu
Koeordinasi Pelakisanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinas! Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasll
Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronisasi Renstra/Renja 12 — _|Finergitas dan Harmonisasi Sinkronisasi Renstra/Renja 13 i N
Perencanaan Pembangunan dengan RKFD /RPIMD pada T Rp132.230:442] perencanaan Pembangunan dengan RKFD/RPJMD pada linors Rp75.081.479) -Rp57.148.963 Berkurang
Daerah Bidang Bidang Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan Bidang Pemerintahan
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RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH (Fagu Indikatif)

RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGHAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutuhan / Perkada RKPD - Pagu

Definitif) Selisih Pagu Keterangan
No Anggaran (Bertambah /
Program /Kegiatan Lokasi Indilator Kinerja Thr'B_EQ Epinin e Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tarl_pt EagUDeninn (Hp O] Betlarans i ot
Capaian (Rp.000) Capaian (Rp.0oD)
Koordinasi Pelaksanaan jumlah Laporan Hasil HKoordinasi Pelalsanaan Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronisasi Renstra/Renja Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronisasi Renstra/Renja
Perencanaan Pembangunan dengan REFD /RPIMD pada I 4 Rp218.728619|Ferencanaan Fembangunan dengan RKFD/RPIMD pada 4 laporan| Rp432.414.635] Rp213 686016 Rertamhah
Daerah Bidan IBidang Pembangunan Manusia Aparar Daerah Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia
B 2 & - gt ] &
Pembangunan Manusia Manusia
Hoordinasi Perencanaan Sappeda [Persentase Perangiat Daerah Koordinasi Perencanaan Bappeda Persentase Poronghat Daerah
Bidanyg Pereitonaimtian dan = . VaRg menyustn dakumen Remja 2 " Bidang Perekanomian dan S0A a g Memus i dokiimen Renfa 4
3709990509 327.761. - 307 F . 3
SDA (Sumber Daya Alam} ::I:b —..n.. |Bidang Perekonomian dan SD4 Aoal HpS TS (Sumber Daya Alam) Lais Bidaryg Perekonomion dan S04 4036 Rpalriolade] “Hpdsestsdy Eésiubang
1 TN Jicpat waktu tepat waktu
Koordinasi Pelaksanaan jumnlah Laporan Hasil Koordinasi Pelalsanaan Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronisasi RenstrafRenja Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronisasi Renstra/Renja
Ferencanaan Fembangunan dengan RKFD /RPIMD pada 100% Rp230.968627 |Ferencanaan Pembangunan dengan RKFD/RPJMD pada 100% Rp213.968.627| -Rpl7.000.000 Berkurang
Daerah Bidang Bidang Perekonomian Daerah Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian
Perckonomian
Koordinasi Pelaksanaan jumlah Laporan Hasil Keordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronizasi Renstra/Renja 4 Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronizasi Renstra/Renja
Perencanaan Pembangunan dengan RKFD /RP]MD pada P Rp1441.0531.232)Perencanaan Pembangunan dengan RKFD/RPJMD pada 4 lapo ran Rp113.792.687] -Rp26238.545 Berkurang
Daerah Bidang SDA |Bidang SDA por Daerah Bidang 5DA Bidang 5DA
Kaardinasi Perencanaan Persentase Peranghat Daerah Koardinasi Perencanaar Persentase Perenghat Daerah
i " o Bappeda fetnir Bappeda

s el ng ety fokunm Bowe: | gaan Rp250.078.080 Koo Kaby amanimndokemon Ratir | Rp266.900,000] -Rp93.178.080 Berkurar
Kewilayahan PJ::.;:osoba Infrostruktur don Kewilayahan R Kewilayahan Wonosobe | frastruktur dan Kewiayahan F R i 2

tepat waktn tepat waktu
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinas| Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronisasi Renstra/Renja - Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronisasi Renswra/Renja
Perencanaan Pembangunan dengan RKFD /RP]MD pada 1 RpZ00.044.617 |Perencanaan Pembangunan dengan RKFD/RPJMD pada 3 laporan Rpl36.900.000) -Rp63.144.617 Berkurang

IDnerah Bidang Infrastrultur 1Bidang Infrastruktur AP Daerah Bidang [nfrastruliur Bid ang Infrastrultur

Koordinasl Pelaksanaan Jumlah Laparan Hasll Koordinasi Pelaksanaan Jumilah Lagoran Hasil
Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronisasi Renstra/Renja 5 Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronisasi Renstra/Renja
Perencanaan Pembangu nan dengan REPD/RP|MD pada {aiban Rp150.033463 perencanaan Pembangunan dengan RKPD/RPIMD pada 5 laporan) Rpl30.000.0008 -Rp20.033.463 Berkurang
Daerah Bldang Kewllayahan IBidang Kewilayahan Daerah Bldang Kewllayahan Bidang Kewilayalian
PENELITIAN DAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN FPENGEMBANGAN
PROGRAM RISET DAN Persentase Produk Inovasi PROGRAM RISET DAN Persentase Produk Inovasi
AN AT an Iymg Pl 22,50% RpS00.000.000|,n v ASI DAERAH R i 22,50%| Rp185.000.000) Rp315.000.000 Berkurang

Persentase Kajian/ Riset Persentase Kajian/ Riset

7.5 7.5%
Berhasis Bukti g Berbasis Bukti
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RANCANGAN AWAL RENJA PERANGEAT DAERAH {Fagu Indilatif)

RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGHKAT DAERAH (Hasil Analisis Kebutahan [/ Perkada RKPD - Pagu

Definitif) Selisih Pagu Keterangan
No Anggaran [(Bertambah/
Target Fagu Indikatif Target Pagu Definiuf (Rp.000O) Berkurang /Tetap)
Program,/Kegiatan Lokasi Indilator Kinerja Eaten (Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Gt (Rp.000)
Penelitian. Pengembangan, [furniah dolaumen Penelitfan, 2 |Penelitian, Pengembangan, Jurnlah dolasmen Penelitian, 2
Penghajinn, don Penerapan Pengembangan, Fengtafian, dan dokume Fip2 77,777,779 \Pengkajian, don Penerapan Fengembangan, Penghafian, dan duku.mf:rr Rp53.000.000 ) -Rp224.777.779 Berkurang
Peperapar i Peperapan
Fasilitasi dan pembinaan Jumlah laporan fasilitasi dan Fasilitasl dan pembinaan Jumlah laporan fasilitas] dan
pelaksanaan penelitian, pembinaan pelaksanaan i Ipelaksanaan penelitian, pembinaan pelaksanaan
pengembangan, penghalian, penelltian, pengembangan. laporan Rp138.888.8900, 0 pembangan, pengkajian, penelitian, pengembangan, 1 laporan Rp50.000.000) -RpEB.BEE.G90 Berkurang
dan penerapan penglajian, dan penerapan dan penerapan pengkajian, dan penerapan
Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah laporan penyelenggaraan Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah laporan penyelenggaraan
pelaksanaan kebijakan Rapat Koordinas! dan pelaksanaan kebijakan Rapat Keordinas! dan
penelitian. pengembangan, sinkronisasi pelaksanaan 1 Rp55.555.555 penelitian. pengembangan, sinkronisasi pelaksanaan 1laporan Rp3.000.000| -Rp52555.555 Berkurang
pengkajian, dan penerapan kehijakan di bidang penelitian, laporan pengkajian, dan penerapan kebijakan di bidang penelitian,
pengembangan, pengkajlan, dan pengembangan, pengkajlan, dan
Koord [hasi sistem [mu Jumnlah dokwmen koordinasl 1 Koordinast sistan [mi Jumlah dokuwmen koordinas|
pengetahuan dan teknologi sistem ilmu pengetahuan dan dolkume RpB3.233334fpengetahuan dan telmplogi di sistem ilmu pengetahuan dan . Rp0] -RpE3333.334 Berkurang
di dasrah teknologi di daerah dalam bentuk n daeral teknologl di daerah dalam bentuk |dekumen
Eepcana nduk dan pera ialan Beocanaloduk dan getaialan
ienar dant o e g’:ipedﬂ jurn!ﬁ:’l {ﬁpD.f’ﬂJ'! faslr'i'i'rasi dare 2z Rp222.222.224 ST dan It iﬁipc?ﬂ"u‘ um.la:h Inpa.fnnfnslﬁ’jrusf dar = Apt05000.000| -Rp117.222.224 Berhurarg
[pembinaan inovasi laporan pembinaan inovasi laporan
Wonasabha Wianasaba
Fasilitasi dan pembinaan Jumlah laporan fasilitasi dan . Fasilitasi dan pembinaan Jumlah laporan fasilitasi dan
untul promosl dan pembinaan untuk promosi dan i Rp55.555.555luntuk promost dan kampanye pembinaan untul promosi dan 1 laporan) Ep0} -Rp55555.555 Berkurang
kampanye Inovasi kampanye Inovasi ApOLan |Inovasi kampanye Inovasi
Fasilitasi dan pembinaan Jumilah laporan fasilitasi dan Fasilitasi dan pembinaan Jumlah laporan fasilitasi dan
untuk peningkatan pembinaan untuk peningkatan untuk peningkatan pembinaan untuk peningkatan
perdindungan dan perlindungan dan pemanfaatan 3 perlindungan dan pemanfaatan perlindungan dan pemanfaatan
pemanfaatan kekayaan kekayaan intelektual (pelatihan liporsn Rp27.777.780 kekayaan intelektual kekayaan intelektual (pelatihan |3 laporan Rp25.000000) -Rp2.777.780 Berkurang
intelektual perlindungan K, fasilitas perlindungan KI, fasilitas
perlindungan KI) perlindungan KI)
Pasllitasi dan pemblnaan Jumlah laporan fasilitasi d:!u Fasliitasl dan pembinaan Jumlah laporan fasilitasi dan
untuk apresiasi prestasi pembinaan untuk apresiasi | = RpB83.333.3 34funtuk apresiasi prestasi pembinaan untuk apresiasi 1 laporan) Rp80.000.000 -Rp3.333.334 Berkurang
Inovasi prestas| novasi AR Inovas! prestasi Inovasi
Terlaksananya fasilitasi dan Tumlah laporan fasilitasi dan [ Terlaksananya fasilitasi dan Tumlah laporan fasilitasi dan
pembinaan untulk pembinaan untuk pengembangan 5 pembinaan untuk pembinaan untuk pengembangan
pengembangan perusahaan perusahaan pemula berbasis riset 1 Rp55.555.555pengembangan perusahaan perusahaan penula berbasis riset |3 laporan) Rp0] -Rp55.555.555 Berkurang
pemiula berbasis riset Bl pemula berbasis riset

36




Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dengan Renja Perangkat
Daerah Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027.

Tabel 2.3 menyajikan hasil review (kajian ulang) terhadap dokumen
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Wonosobo
Tahun 2027, yang membandingkan secara sistematis antara Rancangan
Awal Renja (berbasis Pagu Indikatif) dengan Rancangan Akhir Renja (hasil
analisis kebutuhan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Kepala
Daerah tentang RKPD/Pagu Definitif). Tabel ini disusun untuk memenuhi
ketentuan dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah, di mana
setiap perangkat daerah wajib melakukan telaah atas perubahan yang
terjadi antara tahap penyusunan rancangan awal dan tahap penetapan

rancangan akhir dokumen perencanaan.

Secara struktur, tabel ini memuat perbandingan pada lima aspek utama

untuk setiap program dan kegiatan, yaitu:

(1) nomenklatur program /kegiatan,

(2) lokasi pelaksanaan;

(3) indikator kinerja;

(4) target capaian;

(5) besaran pagu anggaran baik pada tahap indikatif maupun definitive yang
kemudian diselisihkan untuk mengetahui arah perubahan anggaran

(bertambah, berkurang, atau tetap).
Gambaran Umum Perubahan pada Level Program

Terdapat empat program yang menjadi objek review, dengan uraian sebagai

berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini mengalami penurunan pagu anggaran yang cukup
signifikan, dari pagu indikatif sebesar Rp10.911.962.000 (dalam ribuan)
menjadi pagu definitif sebesar Rp7.636.020.729, atau berkurang sekitar
Rp3.275.941.271. Penurunan ini terutama bersumber dari kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (khususnya Penyediaan Gaji
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dan Tunjangan ASN) serta beberapa kegiatan pengadaan barang milik
daerah—seperti Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya—yang pagunya berkurang hingga menjadi nihil (RpO) pada
rancangan akhir. Sementara itu, keenam indikator kinerja program
(persentase aset kondisi baik, cakupan pelayanan administrasi, nilai
KIP, keterisian data statistik sektoral, nilai pengawasan kearsipan, dan
keselarasan program) tetap dipertahankan targetnya sebesar 100%
tanpa perubahan.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah

Program ini juga mengalami pengurangan pagu, dari Rp633.464.000
menjadi Rp330.522.628, atau berkurang sekitar Rp302.941.372 (hampir
separuh dari pagu awal). Efisiensi anggaran paling menonjol terjadi pada
kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah, yang pagunya turun drastis dari
Rp328.249.196 menjadi hanya RpS50.000.000. Meskipun demikian,
keempat indikator kinerja program tetap dipertahankan.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah

Berbeda dengan dua program sebelumnya, program ini justru
mengalami penambahan pagu, dari Rpl.072.037.000 menjadi
Rp1.102.157.428, atau bertambah sekitar Rp30.120.428. Penambahan
ini terutama didorong oleh kenaikan signifikan pada kegiatan Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia, yang pagunya naik dari
Rp218.728.619 menjadi Rp432.414.635 (hampir dua kali lipat). Hal ini
mengindikasikan adanya prioritas ulang (reprioritization) kebutuhan
anggaran pada bidang pembangunan manusia dalam proses
penyusunan rancangan akhir.

Program Riset dan Inovasi Daerah

Program ini mengalami penurunan pagu yang paling tajam secara
proporsional, yaitu dari Rp500.000.000 menjadi Rp185.000.000, atau
berkurang Rp315.000.000 (setara 63% dari pagu awal). Beberapa
kegiatan bahkan pagunya menjadi nihil pada rancangan akhir, di
antaranya Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di
Daerah, Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye

Inovasi, serta Fasilitasi dan Pembinaan untuk Pengembangan
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Perusahaan Pemula Berbasis Riset. Meskipun terjadi pemangkasan
anggaran yang cukup besar, kedua indikator program (persentase
produk inovasi yang dimanfaatkan sebesar 22,50% dan persentase
kajian/riset berbasis bukti sebesar 7,5%) tetap dipertahankan tanpa

perubahan target.

Pola Perubahan pada Level Kegiatan

Berdasarkan telaah rinci terhadap kolom "Keterangan", dapat

diidentifikasi pola sebagai berikut:

- Mayoritas kegiatan mengalami penurunan pagu ("Berkurang"), yang
mengindikasikan bahwa proses penyusunan rancangan akhir Renja
dilakukan dalam koridor efisiensi dan rasionalisasi anggaran, sejalan
dengan kapasitas fiskal daerah yang tersedia pada saat penetapan
pagu definitif.

- Sebagian kecil kegiatan mengalami penambahan pagu ("Bertambah"),
khususnya pada kegiatan-kegiatan strategis di bidang koordinasi
perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, serta pada
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

- Terdapat satu kegiatan dengan pagu tetap ("Tetap"), yaitu Penyediaan
Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, yang tidak mengalami
perubahan alokasi anggaran maupun realisasi.

- Target capaian indikator kinerja secara umum tidak berubah antara
rancangan awal dan rancangan akhir, baik pada level program
maupun kegiatan. Hal ini penting untuk digarisbawahi karena
menunjukkan komitmen konsistensi kinerja meskipun terjadi
penyesuaian besaran anggaran—suatu praktik yang selaras dengan
prinsip efisiensi belanja tanpa mengorbankan sasaran pembangunan

yang telah direncanakan.
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BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan telaahan terhadap kebijakan pembangunan nasional, arah
pembangunan Provinsi Jawa Tengah, prioritas pembangunan Kabupaten
Wonosobo Tahun 2027, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, tujuan dan sasaran Renja
Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran tahunan dari
Renstra Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029. Penyusunan
tujuan dan sasaran tersebut dimaksudkan untuk menjamin
kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus menjaga
konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen

perencanaan tahunan.

Sesuai ketentuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran
Tahun 2027 wajib sama dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Renstra Bappeda Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, pada
penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2027 tidak dilakukan
perubahan terhadap rumusan tujuan maupun sasaran perangkat daerah.
Penyesuaian hanya dilakukan pada target indikator kinerja utama (IKU) dan
indikator kinerja kunci (IKK) apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Tahun 2025 diperlukan penyempurnaan agar lebih
realistis, terukur, dan mampu mendorong peningkatan kinerja perangkat
daerah. Dengan demikian, target Tahun 2027 dapat sama, lebih tinggi,
maupun lebih rendah dibandingkan target yang tercantum dalam Renstra,
sepanjang didasarkan pada hasil evaluasi kinerja, perkembangan regulasi,
dinamika pembangunan, dan hasil pembahasan pada tahap penyusunan

Rancangan Akhir Renja.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
(RPJMN) 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045
sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju,

Menuju Indonesia Emas 2045”.
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Di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya
transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN
Tahun 2025-2045. Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini
mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum,
stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan
ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta

kesinambungan pembangunan.

Dalam RPJMN juga dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi

Presiden periode 2025-2029. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam

delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan

implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan
prioritas nasional tersebut:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia
(HAM);

2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,
ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan
lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim
industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,
teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial
dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5.  melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber
daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,
dan penyelundupan; dan

8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat

beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
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Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama
pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi
yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur
dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan
menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen,
serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran
tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan
lingkungan.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah:
“JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN
UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2025”

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi pembangunan
daerah yaitu:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan
Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan
Global,;

2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan
Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan
Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;

4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata
dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;

5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan
budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan
ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia
yang berkeadilan;

6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk
membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi
warga Jawa Tengah;

7. Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif,

kolaboratif, dan terintegrasi.
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Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah “Mewujudkan

Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis

Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola

Berkelanjutan” yang akan dicapai dengan tiga sasaran pembangunan

daerah meliputi:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif
serta Stabilitas Pembangunan Daerah;

2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan
Berbasis Lingkungan;

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Tahun 2027 merupakan tahap “Peningkatan Kinerja Pembangunan
Daerah” dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
daerah lima tahun ke depan. Tahun kedua difokuskan pada tema
pembangunan yaitu “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan
Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”.
Selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada
tahap kedua diarahkan pada prioritas daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif

serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
2.  Peningkatan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan
Berbasis Lingkungan;

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Memperhatikan prioritas Pembangunan Nasional dan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-

daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi,

maka tema pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 adalah

“Modernisasi dan Hilirisasi Pertanian serta Transformasi Pariwisata

Berkelanjutan”, sebagai tahapan “Transformasi Ekosistem Agrobisnis dan

Pariwisata” dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Wonosobo.

Arah prioritas untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Wonosobo

Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan perekonomian daerah berbasis sektor unggulan yang
berdaya saing dan inklusif;

2. Penurunan ketimpangan pendapatan;
3. Penguatan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas;

4. Peningkatan kesejahteraan sosial dan kemandirian sosial ekonomi;
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5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas

dan inklusif;

6. Penguatan harmonisasi keberagaman;

7. Penguatan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan;

8. Penguatan upaya kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;
9. Penguatan ketahanan iklim dan bencana;

10. Pelestarian warisan budaya daerah dan cagar budaya

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 wajib sama
dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027
membutuhkan analisis berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah
Tahun 2025, dengan catatan target IKU/IKK dapat melebihi atau berkurang
dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai hasil
evaluasi dan penajaman pada Rancangan Akhir. Analisa di atas merupakan

penjelasan table T-C-25 berikut ini :

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGEKA MENENGAH PELAYANAN PERANGEAT DAERAH

Indikat Kondisi Target Target Target Kondisi
No Tujuan Sasaran mjunt:f;n::rm Awal Tahun Tahun Tahun Akhir
2025 2026 2027 2028 2029
1] 2] 13) (%) 15] 16) (7] (£) (2]
1 |Meningkatn Nilai SAKIP
va kualitas Kom
et S ponen Y ; P e = oD
Peieicaiaan T 22.03 22.13 22.31 22.47 22.63
Pembangun Kineria
an -
Meningkatnya
Kinerja dan
kualitas _—
penyelenggaraan h’ﬂ_al _R“selal‘af‘”“‘ 100% 100%, 10084 100% 100%
pemerintahan Program Prioritas
pada Perangkat
Daerah
Persentasc hasal
musrenbang
kecamatan vaing
terakomodir 10024, 100% 100% 100% 100%
dalam
perencanaan dan
penganggaran
PR -
Ehle Mupmiiibg 3.02 2.94 2.96 2.98 3.02
Inovasi
Mewujudkan
PE]'&'Y""“"“_l Publik {10 Kematangan
yang Optimal  lorpanisasi 44 48 48 49 40
dan . Perangkat Daerah
Pemenntahan
vang akuntabel
Milai SAKIP
i 72.03 74,00 75,00 77,00 72.03
FPerangkat Dacrah
Nilai Indeks
Kepuasan .
i s 20, L4 14 . 91.
Masyarakat (IKM) 80.36 20, 86 00.21 o0.61 091.01
Perangkat Daerah
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3.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo Tahun 2027
merupakan penjabaran operasional dari strategi untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten
Wonosobo Tahun 2025-2029. Penyusunan arah kebijakan dilakukan
dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025, arah
kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, RKPD Kabupaten
Wonosobo Tahun 2027 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Kepala
Daerah, serta berbagai kebijakan pembangunan nasional dan daerah
lainnya. Dengan demikian, arah kebijakan yang ditetapkan tidak hanya
menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan
tahunan, tetapi juga memperkuat sinergi pelaksanaan pembangunan lintas
sektor dan lintas pemerintahan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki
fungsi utama dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan,
pengendalian, evaluasi, penelitian, dan pengembangan daerah, Bappeda
berperan sebagai koordinator dalam mewujudkan tata kelola pembangunan
yang terintegrasi, akuntabel, adaptif, dan berbasis bukti (evidence-based
policy). Oleh karena itu, arah kebijakan Tahun 2027 difokuskan pada
peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan melalui penguatan
kapasitas kelembagaan, pemanfaatan data dan informasi yang berkualitas,
pengembangan inovasi daerah, serta peningkatan efektivitas koordinasi

dengan seluruh pemangku kepentingan.

Arah kebijakan tersebut mendukung pencapaian visi Kabupaten Wonosobo,
yaitu "Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur", khususnya
melalui misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kompeten,
akuntabel, dan terpercaya sebagai pengemban AMPERA (Amanat
Penderitaan Rakyat). Dalam mendukung pencapaian misi tersebut, Bappeda
menetapkan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas
perencanaan pembangunan serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan pada perangkat daerah melalui strategi yang berorientasi
pada perencanaan berbasis data, riset, risiko, dan kinerja. Arah kebijakan
Perangkat Daerah Tahun 2027 diselaraskan dengan Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027,
RKPD Tahun 2027 (Perkada), serta kebijakan nasional/daerah lainnya pada

Rancangan Akhir, arah kebijakan dipastikan telah konsisten dengan arah
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kebijakan dalam Perkada tentang RKPD Tahun 2027 yang telah ditetapkan,

diringkas dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

VISI

MISI

Tabel 3.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

: Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur
: Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kempeten, akuntabel dan
terpercaya sebagai pengemban AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat)

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan
Kualitas
Perencanaan
Pembangunan

—

Meningkatnya Efektivitas
Perencanaan Pembangunan

2| Meningkatnya kinerja dan
kualitas penyelenggaraan
pemerintahan pada
Perangkat Daerah

10

11

Penguatan kompetensi
sumber daya manusia
Perencana

Pelaksanaan Musrenbang
tematik

Peningkatan kualitas data
dan informasi

Penguatan pengukuran
kinerja

Pengatan sinergitas dengan
stakeholder terkait

Penguatan perencanaan
Perangkat Daerah berbasis
data dan prioritas daerah

Penyelenggaraan forum
diskusi komunitas

Sinkronisasi perencanaan
tahunan daerah dengan
RPJMD

Monitoring evaluasi
penerapan standar
pengisian data dan
informasi untuk
perencanaan sesuai prinsip
Satu Data

Sinkronisasi perencanaan ,
penganggaran dan
penatausahaan

Internalisasi hasil riset dan
inovasi ke dalam dokumen
perencanaan pembangunan

Mewujudkan
perencanaan
berbasis data, riset
dan risiko serta
berorientasi kinerja
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3.3 Matriks Keterkaitan Isu Strategis, Tujuan/Sasaran, dan
Program/Kegiatan Tahun 2027

Untuk memverifikasi secara eksplisit keterpaduan antara isu-isu strategis
sebagaimana dirumuskan pada Sub Bab 2.3 dengan tujuan dan sasaran
Renja Perangkat Daerah (Sub Bab 3.1) serta program dan kegiatan yang
direncanakan pada Tahun 2027 (Bab IV), berikut disajikan matriks
keterkaitan Isu Strategis — Tujuan/Sasaran — Program /Kegiatan. Matriks ini
menunjukkan bahwa setiap isu strategis telah diintervensi melalui program

dan kegiatan tertentu, sehingga integrasi antar tahapan perencanaan dapat

ditelusuri secara langsung.

Tabel 3.3

MATRIKS KETERKAITAN ISU STRATEGIS - TUJUAN/SASARAN -
PROGRAM/KEGIATAN

NO ISU STRATEGIS PRT EOEGKM' IT ImngAl:‘m :;F OGMI KETERANGAN KETEREKAITAN
= Persentase Program Prioritas
rogirmm Nasional yang didukung Program Program ini secara langsung
Perenc , Daerah Incnj.a.ch Instrumen penguatan
P dahl“'anm = Persentase Kesela[gs&n Program [|lkualitas perencanaan yang
d:::g;: eliiag RPJMD dengan RKPD terintegrasi dan berbasis kinerja
P laa | i Persentasc Kesclarasan melalui penjaminan keselarasan
g Dokumen Perencanaan dokumen perencanaan
Daerah Pembangunan Daerah berjenjang
Penguatan kualitas
Perencanaan * Persentase Keselarasan Program
1 pembﬂngunan d.::er:th REKPD dengan Program Renja PD
yang terintegrasi, [Bidang Pecmecrintahan dan
adaptif, partisipatif, Pembangunan Manusia)
dan berbasis kinerja ;r:g;rm " * Persentase Keselarasan Program y PO
ordinasi dan , ki Mendukung aspek partisipatif
Sinkronisasi RI,\PD dengan Program Renja PD dan adaptif melahii koordinasi
Perencanaan (Bldpng 1o Sty RiE e lintas hidang dalam penyusunan
; 5 £ EesIy
Pembangunan Kewilayahan) 5 . PErercanaan
Paciak = Persentase Kesclarasan E’L.'Dgran'x
RKPD dengan Program Eenja PD
[(Bidang Perekonomian dan SDA)
* Persentase Ketersediaan Data
Perencanaan sesilai SOP (Bidang
Program Pemerintahan dan Pernbangunan
. Manusia) o e
) Koordinasi dan | Persentase Ketersediaan Date Program ini menjamin
Pengembangan sistem |Sinkronisasi i SR g ketersediaan data perencanaan
data perencanaan dan |Perencanaan Poraneannan Aeaual SOP (Bidang )\ ol secara terstandar di
saciic secoral s pembangunan |IAcestuktor dan Kewiayshan) |Gyl
- I.z;r;:.ds?;::::f;mm. Daerah Perencanaan sesuai SOP (Bidang
Tarbhsis deta dan Perekonomian dan SDA)
iz;lﬁ?:::;lf\r;ng * Persentase Keterisian Data
Vet Program Statistik Sektoral
Penunjang Mendukung penguatan fondasi
Urusan data statistik sektoral sebagai
Pemerintahan basis pengambilan keputusan
Daerah
Program * Persentase Ketersediaan
PF:mr.‘.lg.l(&tan Perencanaan, |Dokumen Evaluasi Perencanaan
ﬁfc}su"ltas_ Pengendalian |- Persentase Program Prioritas
pengem?ialu:m‘ dan Evaluasi Nasional yang didukung Program | program ini secara elesplisit
exRidacy nan Pembangunan |Dacrah mencaloup fungsi pengendalian
akuntabilitas kinerja  Ipaerah * Persentase Keselarasan Program |gap evaluasi capaian
o Eiﬁ?kﬂﬂifi;iﬁ? ak RPJMD dengan RKPD pembangunan dacrah terhadap
pencapaian target ig;gieD;ZPJMD Han. pricritan
RPJMD dan pricritas
pembangiinan
nasional
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PROGRAM |INDIKATOR KINERJA PROGRAM
NO ISU STRATEGIS TERKAIT YANG RELEVAN EKETERANGAN EETEREAITAN
Program « Calupan Pelayvanan Administrasi
Penunjang Perkantoran
Penguatan tata kelola |yrugan » Persentase Aset Perangkat
pemerintahan melalui |pemeriotahan  [Daerah dalam Kondisi Bailk Program penurgang mernjadi
peningkatan Daerah = Nilai Hasil Pengawasan wadah pelaksanaan tata kelola
implementasi Kearsipan internal organisasi termasuk
4 |Reformasi Birokrasi, » Persentasc Kesclarasan Program aspek administrasi, aset,
SAKIP, Sistem Perangkat Daerah dengan RKPD  |kearsipan, dan pengendalian
Pengendalian Intern internal vang relevan dengan
Pemerintah (SPIP), SAKIP/SPIP
dan Manajemen Risiko
Program Riset |+ Persentase Produk Inovasi yang |Keterkaitan langsung (satu-satu)
Optimalisasi dan Inovasi Dimanfaatkan karena program ini secara
penelitian, Daerah ¢ Persentase Kajian/Riset Berbasis|spesifik dirancang untuk
pengembangan, serta Bulti mendoreng riset dan inovasi
inovasi dasrah guna daerah berbasis bukt
menghasillcan
5 |kebijakan yang
inovatif, berbasis
buldeti, dan
memberikan nilai
tambah bagi
pembangunan daerah
Program + Nilai Keterbukaan Informasi
Penunjang Publik (KIP) Mendukung transparansi dan
Urusan s Persentase Keterisian Data digitalisasi pelayanan publik
Pemerintahan |[Statistik Sektoral serta pengelolaan data melahai
Percepatan Daerah indikator keterbukaan informasi
transformasi digital dan data scktoral
dalam proses .
perencanaan, Prog:ra.m . ¢+ Persentase Ketcrs':?c{man Data
penganggaran., KPotdm.?al dan Pc?ren(.‘enaan sesual SOP (3
menitoring, evaluasi, Sinkronisasi Bidang] Mendukung digitalisasi
6 |pengelolaan data, dan Perencanaan pengelolaan data perencanaan
pelayanan publik X Eanian g ren pada seluruh bidang
guna mewujudkan Daerah
tata kelola
pemerintahan yang Program * Persentase Ketersediaan
efeletif, transparan, Perencanaan, |Doloumen Evaluasi Perencanaan
dan akuntabel Pengendalian Mendukung transformasi digital
dan Evaluasi dalam proses monitoring dan
Pembangunan evaluasi pembangunan
Daerah

Matriks di atas menegaskan bahwa keenam isu strategis Tahun 2027
seluruhnya bermuara pada tujuan “Meningkatkan Kualitas Perencanaan
Pembangunan” beserta kedua sasarannya, dan telah diampu oleh salah satu
atau lebih dari empat program Bappeda (Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Riset dan Inovasi
Daerah; serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) beserta
kegiatan pendukungnya sebagaimana dirinci pada Bab IV. Dengan demikian
tidak terdapat isu strategis yang belum diintervensi oleh program /kegiatan,
maupun program/kegiatan yang tidak berlandaskan pada isu strategis dan

sasaran yang telah ditetapkan.
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun 2027

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten
Wonosobo Tahun 2027 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,
maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang
akan dilaksanakan pada tahun 2027. Dalam merumuskan program
dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa

pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Berpedoman pada RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 serta
Renstra Bappeda Tahun 2025-2029;

2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
Wonosobo Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan
sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo. Secara
umum Bappeda bertugas mengkoordinasikan pencapaian 1 (satu)
indikator tujuan dan 1 (satu) indikator sasaran pembangunan
daerah Kabupaten Wonosobo. Namun secara khusus, Bappeda
memiliki peran dalam pencapaian tujuan “Meningkatkan Kualitas
Perencanaan Pembangunan” dan 2 (dua) sasaran yaitu:
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pembangunan; dan
“Meningkatnya kinerja dan kualitas  penyelenggaraan
pemerintahan pada Perangkat Daerah’;

3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik
perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya,
pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan
daerah Kabupaten Wonosobo;

4. Ketersediaan data dan infomasi, kebutuhan penyusunan rumusan
kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon
isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Wonosobo;

6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan;

7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai
pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti

aturan yang berlaku.
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Mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025-2029
dan Renstra Bappeda 2025-2029, Renja Bappeda Tahun 2027
merupakan pelaksanaan Renstra tahun ketiga. Sesuai dengan tugas
pokok fungsinya, Bappeda mengampu urusan penunjang
pemerintahan pada bidang perencanaan dan penelitian dan
pengembangan yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) program urusan
dan 1 (satu) program non urusan yang dilaksanakan pada semua
perangkat daerah termasuk Bappeda yaitu: Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program-program tersebut beserta indikatornya adalah

sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan
Daerah yang diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja program
beserta targetnya, yaitu:

1) Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung
Program Daerah (100%)

2) Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD
(100%)

3) Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (100%)

4) Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Perencanaan
(100%)

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah yang diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja dan
targetnya, yaitu:

1) Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program
Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia (100%)

2) Persentase Ketersediaan Data Perencanaan sesuai SOP
pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
(100%)

3) Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program
Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
(100%)

4) Persentase Ketersediaan Data Perencanaan sesuai SOP
pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (100%)

5) Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program
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Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (100%)
6) Persentase Ketersediaan Data Perencanaan sesuai SOP
pada Bidang Perekonomian dan SDA (100%)
3. Program Riset dan Inovasi Daerah yang diukur melalui2 (dua)
indikator kinerja dan targetnya yaitu:
1) Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan (22,50%)
2) Persentase Kajian/Riset Berbasis Bukti (7,50%)
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur
melalui 6 (enam) indikator dan targetnya, yaitu:

1) Persentase Aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik (100%)
2) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (100%)

3) Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (91,00)

4) Persentase keterisian data statistik sektoral (100%)

5) Nilai hasil pengawasan kearsipan (65,00)

6) Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (100%)

Sebagai alat pembuktian rasionalitas perencanaan, sekaligus
instrumen kendali mutu yang memastikan bahwa seluruh program
dan kegiatan yang dijalankan benar-benar merupakan jawaban
strategis atas permasalahan pembangunan daerah yang telah
diidentifikasi, bukan sekadar rutinitas administratif tahunan, berikut
ditampilkan matriks keterkaitan Isu Strategis dengan

Program/Kegiatan :
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Secara rinci rumusan program dan kegiatan Renja Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 sebagaimana tabel Tabel T-
C.33/4.2 (Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju) pada Permendagri Nomor 86 Tahun

2017 berikut ini :

Tabel 4.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
HKabupaten Wonosobo Bappeda

Target Capaian| Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan
Urus Bidang U
KODE Pr et fxagj.nt::;;:l‘: Indikator Kinerja Lokasi Kinegja Pagu Definitif Sumber HKinerja Dana/Pagu Catatan
;‘ T ifta Program /Hegiatan (Tahun (Rp.000) Dana (Prakiraan (Rp.000) Penting
i R = Rencana) (Tahun Rencana) Maju) (Prakiraan Maju)
(1) 2) (3] (6] (5) =) [yl =) =1 (10)
UNSUR PENUNJANG URUSAN
5 PEMERINTAHAN 9.253.700.784,67 10.384.683.882,00
5 FPERENCANAAN S.068.7T00. 784,67 9.834.683.882, 00
PROGRAM PENUNJANG Bappeda
HAN |FPers t. Aset Per kat T h dal
5 DoAY FEMERINTA S2iiens ey unmanatia merah dalam ey, 100,00% | 7.636.020.728.67 100,00% | 8.123.227.882,00
KABUPATEN/KOTA Wonoasobo
Cakupan Pelayanan Admmmistrasi 100,00% 100,00%
Perleantoran
Milai Heterbulaan Informasi Publile [KIF) 31,00 91,00
Persentase Keterisian Data Statistik 100,00% 100,00%
Sektoral
Nilai Hasil Penpawasan Kearsipan 5,00 &5,00
FPerzentase Keselarazan Program Perangloat
Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah 100,009 100,00%
Dacrab [REPTY
Perencar oo, B
= .01 Pcngang.gnrﬂrt, darn Persentase dokumen perencanaan dan Fab. 100.00% 8.822.980.00 100.00% 25.990.722 .00
Eualuasi Kinena Perangleat | pelaporan yang disusun tepat woaktne
Wonosobo
Ihvarah
Penyusunan Dolkumen
5 2.01 Perencanaan Peranglat ‘LJ:;:}:: Dolumen Perencanaan Peranglat 5 Dokumen 3.785.000.00| PAD S Dokumen 10.306.520,00
Daerah S
Evahfaﬁl Kuiena Perangleat J""_n[a'h Lflpcfr_n." .E‘mluﬂm Kincos & Laporan 5.038.280,00 PAD 6 Laporatl 15.684.193,00
Daerah FPeranglkat Dacerah
5 2.01 PN BT AT i alen PR . Bappeda
Admministrasi Kewangan Persentase Realisasi Belanja Administrasi Kb, 100,00% £ 485 718.883 67 DAL 100,00% 6.485.718.883,67
Perangleat Daerah Ll i
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% Target Capaian| Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan
WO l;:“’::i ?:::ﬁ:::;:{ Indikator Kinerja e, Kinerja Pagn Definitif | Sumber Kinerja Dana /Pagu Catatan
uxtegiatma‘ﬂktiﬂtns Program/Hegiatan (Tahun [Rp.000) Dana (Prakiraan (Rp.000Q) Penting
Rencana) (Tahun Rencana) Maju) [Prakiraan Maju)
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 41 . 41 "
Turgangan ASN Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan BB L Orang/bulan CeR L ARy
5 1| 202 s =
T i i i . 5 4 : appeda
Administrasi Umum P_Prsenm'zﬁ Realisasi Belanjn Admirnistrasi Fab. 100,00% 267.443.313,00 100.00% 425 773.693.00
Perangkat Dasrah Umnurmn
Wonosobo
Fenyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi
Instalasilistrik/Penerangan |Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang 1 Paket 4.500.000,00] PAD 1 Paket 6.280.223,00
Bangunan Kantom Disediakan
3 1] 2.02
Penyediaan Peralatan dan .J’Lulnlah Paket f’r:rallatan dan Perlengkapan | Paket 50.000.000.00] PAD 1 Paket 69.780.203,00
Perlengkapan Kantor Kantor yvang Disediakan
5 il 206 Penyediaan Peralatan Jum]nl'{ Pailu-.r. Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 36.000.000.00 PAD 1 Paket S0.241.752.00
Rumah Tangga yang Disediakan
5 1l 206 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barangt Cet.a.kan dan A Paliet 23.000.000,00] PAD 4 Paket 25.120.870.00
Cetakan dan Penggandaan |Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan |Jumlah Dolumen Bahan Bacaan dan
5 1 2.06 dan Peraturan Perundang- |Peraturan Perundang-Undangan yang 1 Dokumen 3.800.000,00] PAD 1 Dokumen 1.116.479,00
undangan Disediakan
Fenyrlenggmonsn K pat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
5] 1] 1] 2.06 | 3 |koordinasi dan Konsultasi e A VE o P 12 laporan 150.143.313.00] PAD 12 laperan 273.234.166,00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKFD
Pengadaan Barang Milik Persentase realisast Pengadaan Barang Bappeda
Dgerah Penunjang Urusan | Milik Daerah Penunpang Urusan Pemerintah | Kab. 100% 0.00 100% a,00
5 1aos Pemernntah Daerah Daerah Wonosobo
Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0,00 PAD 20.934.059,00
) ] J Uit 521 i r
5 1l 2.06 Pen_ga.daaj.n Peralatan dan 1.1711]1'-1]1_ 8 n_: Peralatan dan Mesin Lamnva 0.00) PAD 227 483.473.00
Mesin Lainnya vang Disediakan
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Uru [Bidang U nf Target Capaian| Hebuntuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan
..: Indikator Kinerja - Kinerja Pagu Definitif Sumber Kinerja Dana /Pagu Catatan
KODE Program/Kegiatan/Sub 5 Lokasi & .
Kegiatan/ Aktifitas Program /HKegiatan (Tahun (Rp.000O) Dana (Prakiraan |Rp.00O0O) Penting
Rencanal) (Tahun Rencana) Maju) (Prakiraan Maju)
Penyediaan Jasa Penunfong | Persentase realisast belanfa Penyediaan Bappeda
5] 1] 2.06 | 9 | Urusan Pemerintahan Jasa Penunjang Urnusan Pemernntahan Kabhb 672.210.240,00 540.438.746,00
Daerah Daerah Woneosobo
5 #| s Penyediaan Jasa Surat Jumlal Laporan Penyediaan Jasa Surat 19 L 1.200.00000] PAD PNk 1.674.725,00
Menyurat Menyurat
Penyediaan .Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
L] 1] 2.07 | 5 |Komunikasi, Sumber Daya |Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 laporan 146.000.000,00 PAD 12 laporan 146.758.200,00
Air dan Listrik yang Disediakan
5 ilaozls Penyediaan Jasa Pelayanan |Jumlah Laporan Penyediaan Jasla ) 18 Laporin 525.010.240.00] PAD 19 Taprsas 492.005.821.00
Umum Kantor Pelayanan Urnam Kantor vang Disediakan
Pemeliharann Barang Milike | Persentase realisasi Pemeliharman Barang Bappeda
5 1] 2.08 Daerah Penunjang Urusan | Milik Daerah Penunjang Urusan Kab. 10G% 201.825.012,00 1o 206.888.307,00
Pemerintahan Daerah FPemerintahan Daerah Wonosobo
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan. Biava Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
5] 1§ 2.08 | 1 |Pemehharaan, Pajak dan Lapangan vang Dipehhara dan dibayarkan 20 umt 106.583.052,00 PAD 20 vt 148.747.750,00
Perizinan Kendaraan Dinas |Pajak dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
5 1] 2.08 | 2 |Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yvang Dipelihara 1 Unit 4.5300.000,00] PAD 1 Unit 6.280.223,00
5 il sioala Pmlehha.raanlPm'a]ntan JL_m:l_ah Peralatan dan Mesin Lainnya yvang o 37 741.960,00] PAD it 67.893.320,00
dan Mesin Lannya Dipelihara
Pemeliharaan / Rehabilitasi o s s : i
sli]2lz009] |lcedung Kantor dan <himiak Gedung Fastar dan Basguran 1 Unit 53.000.000,00] PAD 1 Unit 73.967.014,00
i Lainnya yvang Dipelihara fDirehabilitasi
Bangunan Lainnya
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U /Bidang U / Target Capaian| Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan
St Prr:“:m !KB;E;“':"';:E Indikator Kinerja i Kinerja Pagu Definitif |Sumber Kinerja Dana/Pagu Catatan
K‘amiatnn] Aktifitas Program /Kegiatan [Tahun (Rp.000) Dana [Prakiraan (Rp.000) Penting
Rencana) (Tahun Rencana) Maju) (Prakiraan Maju)
PROGRAM
|[FPERENCANAAN, i Bappeda
5|1]1]2.09 | 2 |PENGENDALIAN DAN g :“*::;i;ﬁ“ﬁ;::‘:;rgi::i”m““ Kab. 100,00% 0,00| 100,00% 0,00
EVALUASI e i Wonosobo
PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase Keselarasan Program RPJMD i
g RKPD 100,00% 100,00%
5 1lz00ls Persentase Keselarasan Dokumen 100,00% 100,00%
Perencanaan Pembaniunnn Dacrah
5 ilz00ls Persanti_nse Ketersediaan Dokumen 100,00% 100,00%
Evaluasi Perencanaan
) : Bappeda
5 1la00lo Penyusunan Perencanaan P‘.ﬂ sentase dolkumen perencandaan yang Py 100% 275.522.628,00 100% 365.004.902,00
dere Pendanaan disusun
Wonosobo
s|1]2 fielsanaaniusecheng  plumbsh Retadoara Muszerbang 2 berita acara 100.522.628,00] PAD | 2 berita acara 109.798.471,00
Kabupaten /[Kota Kabupaten /Kota
?Gﬂ;lnaii F’en};.;sga_u Jumlah Dekumen Perencanaan
P:l:&n:;iaiin Pen?bar:;-?;m Pembangunan Daerah Kabuparten /Kota 2 dokumen 1753.000,000,00 2 dokumen 256.196,431,00
Datrah Babipetoin /Kot vang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
Anaiisis Data dan Informasi
Pemerintahan Daerah Persentase keterisian data capaian Beppeda
iy g ol i B oy ' Kuab. 100% 20.000.G00, 00 T00% 329.385.412,.00
Bidang Ferencanaan ndikator RPJMD Wonosobo
Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data
Pnl:-.menntahan Daerah untuk Penvusunan Kebijakan Perencanaan i Dolcamen 35.000.000.00 1 Dolcumen 164.607.706.00
Bidang Perencanasan Pembangunan Daerah (Semua
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah)
Pembinaan dan
Pemanfaatan Data dan i
: ; uJ lah O 7 Dib dal
s|i1]z] 2.0t | |mformasiPerencanaan TR Tl b e 40 orang 25.000,000,00] PAD 40 orang 164.607.706,00
Pemanfaatan Data dan Informasi
Pembangunan Perangkat
Daeral
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Ul n/Bidang U / : : g Ta.rge!: Ca_pa.lnn Kebutuhan D_ul_m! Tuget Cn_pmn Kebutuhan
KODE P /Kegia /Sub Indikator Kinerja Lokasi Kinerja Pagu Definitif Sumber Kinegja Dana/Pagu Catatan
Kegiatan/Aktifitas Program/Kegiatan (Tahun (Rp.00D) Dana [Prakiraan [Rp.000) Penting
g Rencana) (Tahun Rencana) Maju) (Prakiraan Maju)
Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Bidan Jumiah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Barzede
s|i]2]zo01]s .y 7 : o Kab. 4 dokumen 30.000.000,00 4 dekamen 104.983.392,00
Perencanaan Pembangunan | RKPD yang Tersusun Tepat Waktu =
Wonosobo
Daerah
Monitoring, Evaluasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja _
5 21201 o 4 lapor: 30.000.000,00 PAD 41 i 104.983.392,00
Berkala Pelaksenaan Pembangunan Daerah pRian * TREER
Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI |Persentase Keselarasan Program REKPD Bappeda
DAN SINKRONISASI dengan Program Renja PD pada Bidang '
5 21202 PERENCANAAN Pemerintahan dan Pemba Ban Kab. b 100,00% 1.102.167.428,00 100,00% 1.075.780.000,00
PEMBANGUNAN DAERAH |Manusia Wonigaoba
Persentase Ketersediaan Data
; , Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang
? #] S S Pemerintahan dan Pembangunan 1000085 AT
Manusia
Persentase Keselarasan Program RHPD
5 212.03 dengan Program Renja PD pada Bidang 100,00% 100,00%
Infrastruktur dan Kewilayahan
Persentase Ketersediaan Data
5 21203 3 Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang 100,00% 100,00%
Infrasttuktur dan Kewilayahan
Persentase Keselarasan Program REKPD
& 3 dengan Program Renja PD pada Bidang 100,00% 100,00%
Perekonomian dan SDA
Persentase Ketersediaan Data
Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang 100,00% 100,00%
Perekonomian dan SDA
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Target Capaian| Kebutuhan Dana/ Target Capaian Hebutuhan
Sepmson gr";“‘n‘ c’; ]:il‘:::ﬁ :’n‘:"‘i 9:“: Indikator Kinerja N Kinerja Pagu Definitif |Sumber Kinerja Dana/Pagu Catatan
Kimlntan] Aktiftas Program [Kegiatan (Tahun (Rp.000) Dana [Prakiraan (Rp.000) Penting
Rencana) (Tahun Rencana) Maju) (Prakiraan Maju)
Hoordinasi Perencanaan Pflfen:ﬁfje;a?ia;mfr‘;T dyt;‘.’ng Bappeda
Bidang Pemerintahan dan |1/ YUSUT CORUMER fxenja Sleang B P8 100,00% 507.496.114,00 100,00% 358.553.300,00
% Pemenntahan dan Pembangunan Manusia
Pembangunan Manusia Wonosobo
tepat wakiu

Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi [Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan|Renstra /Renja dengan RKPD/RPJMD pada 18 laporan 75.081.479.00] PAD 18 laporan 139.100.993,00
Daerah Bidang Bidang Pemerintahan
Pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi [Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan|Renstra /Renja dengan RKPD/RPJMD pada 16 laporan 432.414 635001 PAD 16 laporan 219,492, 307,00
Daerah Bidang Bidang Pembangunan Manusia
Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Persentase Keselarasan Program RKFD Bappeda
Bidang Perekonomian dar dengan Program Renja PD pada Bidang Kab. 100,00% 327.761.314,00 100,00% 358.393,300,00
SDA (Sumber Daya Alam) Perekonomian dan SDA Wonosobo
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi [Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Perencanasan Pembangunan|Renstra /Renya dengan REPFD /RPJMD padea 100,00% 213.968.627,00 100,00% 231.775.051,00
Daerah Bidang Bidang Perekonomian
Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan

v Sinergitas dan Harmonisasi |Sinkronnya Renstra/Renja dengan 7 i ;

aj|2.a1 41 113.792 687 00| 41 3 126.818.249.00
Perencanaan Pembangunan|REKPD/RPJMD pada Bidang SDA poran gy
Daerah Bidang SDA
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% Target Capaian| Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan
KODE Upm“an;emg 3!1)";:; Indikator Kinerja Lokasi Kinerja Pagu Definitif Sumber Kinerja Dana /Pagu Catatan
I{i intan/Altifitas Program /Kegiatan [Tahun (Rp.DO0D) Dana (Prakiraan [Rp.000) Penting
o Rencana) (Tahun Rencana) Maju) (Prakiraan Maju)

Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi fJJumlah Laporan Hasil Sinkronisasi

S 3] 2.01 Perencanaan Pembangiinan|Renstra fRenja dengan RKPD/RPJIMD pada 18 laporan 75.081.479,00 18 laporan 75.081.479,00
Daerah Bidang Bidang Pemerintahan
Pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi [Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi

5 3] 2.01 Perencanaan Pembangunan]Renstra /Renja denpan RKPDJRPJMD pada 16 laporan 432.414.635,00 16 laporan 432.414. 635,00
Daerah Bidang Bidang Pembangunan Manusia
Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Persentase Keselarasan Program REPD Bappeda

) J1 202 Bidang Perekonomian dan dengan Program Renja PD pada Bidang Kab. 100,00% 327.761.314,00 100,00% 358.593.300,00
SDA (Sumber Dayja Alam) Perekonomian dan SDA Wonosaba
Keordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi fJJumlah Laporan Hasil Sinkronisasi

S 3] 2.02 Perencanaan Pembangiinan]Renstra /Renja dengan RKPD/RPJIMD pada 100.00% 213.968.627,00] PAD 100,00% 231.775.051,00
Daerah Bidang Bidang Perekonomian
Perekonomian
Keordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi |Sinkronnya Renstra/Renja dengen -

B 3] 2.0 " e 4 lapor 3.792.687,00 g 8 49,0

) 2.02 Perencanaan Pembangiinan|RKPD /RPJMD pada Bidang S8DA laporan 113.792.687, PAD 4 laporan 126.818.2 X
Diaerah Bidang SDA
Koaordinasi Perencancern Persentase Ketersedinan Data Perencanaon |Bappeda

5 3] 203 Bidang frastrukiur dan Sesual SOP pada Bidang Infrastruktur dan | Kab. 100, 00% 266.900.000,00 100,00% 358.593.400,00
Keuklayahar Kewilayahan Wonosaobo
Koordinasi Pelaksanaan
Sinergitas dan Harmonisasi fJJumlah Laporan Hasil Sinkronisasi

5 3] 2.03 Perencanaan Pembangunan|Renstra /Renja dengan RKPD/ RPJMD pada 3 laporan 136.900.000,00] PAD 3 laporan 200.743.070,00
Deaerah Bidang Bidang Infrastrultur
Infrastruktur
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3 Target Capaian| Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan
KODE I:r n;‘}::;ﬁ;i:;;:{ Indikator Kinerja Lokasi Kinerja Pagu Definitif Sumber Kinerja Dana/Pagu Catatan
g; intan/Aktifitas Program [Kegiatan (Tahun [(Rp.000) Dana (Prakiraan (Rp.000) Penting
& Rencana) [Tahun Rencana) Maju) (Prakiraan Maju)
Fasilitasi dan pembinaan Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan
untuk peningkatan untuk peningkatan perlindungan dan
5|513]2.01 perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual 3 Laporan 25.000.000,00] PAD 3 Laporan 30.555.554.,00
pemanfaatan kekayaan [pelatihan perlindungan KI, fasilitas
intelektual perlindungan KI)
Fasilitasi dan pembinaan Gy ;
e ; Jumlah 1 ran fasilit d b
s|s]3]zeo2| |untuk apresiasi prestasi i T 7 el e R 1 Laporan 80.000.000,00| PAD 1 Laporan 91.666.667,00
; untuk apresiasi prestasi Inovasi
Inovasi
Ea}::ﬂj}:af; da:]ﬁ:“ib::aan Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan
53]15]13]2.02 UK penge ngan untuk pengembangan perusahaan pemula 1 Laporan 0,00 PAD 1 Laporan 61.111.111,00
peruzahaan permila LR
G e berbasis riset
berbasis niset
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4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Khusus

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kabupaten

Wonosobo Tahun 2027 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,

maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang

akan dilaksanakan pada tahun 2027. Dalam merumuskan program

dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa

pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1.

Berpedoman pada RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 serta
Renstra Bappeda Tahun 2025-2029;

Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
Wonosobo Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan
sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo. Secara
umum Bappeda bertugas mengkoordinasikan pencapaian 1 (satu)
indikator tujuan dan 1 (satu) indikator sasaran pembangunan
daerah Kabupaten Wonosobo. Namun secara khusus, Bappeda
memiliki peran dalam pencapaian tujuan “Meningkatkan Kualitas
Perencanaan Pembangunan” dan 2 (dua) sasaran yaitu:
Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pembangunan; dan
“Meningkatnya kinerja dan kualitas  penyelenggaraan
pemerintahan pada Perangkat Daerah’;

Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik
perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya,
pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan
daerah Kabupaten Wonosobo;

Ketersediaan data dan infomasi, kebutuhan penyusunan rumusan
kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon
isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Wonosobo;

Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan;
Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai
pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti

aturan yang berlaku.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025-2029 dan Renstra
Bappeda 2025-2029, Renja Bappeda Tahun 2027 merupakan

pelaksanaan Renstra tahun ketiga. Sesuai dengan tugas pokok
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fungsinya, Bappeda mengampu urusan penunjang pemerintahan
pada bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan yang
dilaksanakan melalui 3 (tiga) program urusan dan 1 (satu) program
non urusan yang dilaksanakan pada semua perangkat daerah
termasuk Bappeda yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota.

Program-program tersebut beserta indikatornya adalah sebagaimana

tersebut di bawah ini:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan
Daerah yang diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja program
beserta targetnya, yaitu:

a. Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung
Program Daerah (100%)

b. Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD
(100%)

c. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (100%)

d. Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Perencanaan
(100%)

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah yang diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja dan
targetnya, yaitu:

a. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program
Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia (100%)

b. Persentase Ketersediaan Data Perencanaan sesuai SOP
pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
(100%)

c. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program
Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
(100%)

d. Persentase Ketersediaan Data Perencanaan sesuai SOP
pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (100%)

e. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program
Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (100%)

f. Persentase Ketersediaan Data Perencanaan sesuai SOP

pada Bidang Perekonomian dan SDA (100%)
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3. Program Riset dan Inovasi Daerah yang diukur melalui2 (dua)
indikator kinerja dan targetnya yaitu:

a. Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan (22,50%)
b. Persentase Kajian/Riset Berbasis Bukti (7,50%)

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur
melalui 6 (enam) indikator dan targetnya, yaitu:

a. Persentase Aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik (100%)
b. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (100%)

c. Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) (91,00)

d. Persentase keterisian data statistik sektoral (100%)

e. Nilai hasil pengawasan kearsipan (65,00)

f. Persentase keselarasan program perangkat daerah dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (100%)

Secara rinci rumusan program dan kegiatan Renja Bappeda

Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 sebagaimana tabel 4.3 berikut ini

62



TABEL 4.3

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /

CAPAIAN EINERJA DAN KERANGEA

OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR PENDANAAN KET.
SR E TARGET 2027 PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
FPEMERINTAHAN DAERAH

Persentase Aset Perangkat Daerah dalam kondisi baik

100,00% T7.636.020.728,67

KABUPATEN/KOTA
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00%
Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 91
Persentase Keterisian Data Statistik Sektoral 100,00%
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan 65
Persen.tase Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja 100.00%
Pemerintah Daerah (RKPD) :
Brieiihecn, Pagan ey, taRoalnas Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat walktu 100,00% 8. 823 280,00

Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dolumen Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

5 Dokumen

3.785.000,00

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6 Laporan

5.038.280,00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Realisasit Belanja Administrasi Umum

100,00% 6.-185.718.883,67

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

41 orang/bulan 6.485.718.883,67|
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URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGHKA
PENDANAAN

OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR HET.
SUEEUY TARGET 2027 PAGU INDIKATIF
(1) 2) (3) 4 (5)
Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum 100,00% 267.443.313,00

Pen y’&dl aarn KOITI}’JGI’LC?']

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang

InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor |Disediakan I Bt ARROEEL00
E}:;ij;:z:ﬁasn Frealaten dan Fericagespan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 36.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jJumlah Paleet Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paleet 23.000.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Jumlah Deokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan

1 Dokumen

3.800.000,00

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12 laporan

150.143.313,00

Pengadaarn Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunfang Urusan Pernerintah
Daerah

1008

Pengadaan Mebel

Jumlah Palcet Mebel yang Disedialcan

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
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URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGHKA
PENDANAAN

OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR KET.
SR TARGET 2027 PAGU INDIKATIF|
(1) (2) (3) 4) (5)

Penyedwzan Jasa Penuryang Unusan
Pemerintahan Daerah

Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

672.210.240,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumnlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12 laporan 1.200.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyedisan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

12 laporan 146.000.000,00

Penvediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

lJumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Unnun Kantor yvang Disedialcan

12 laporan 525.010.240,00

Pemeliharaan Barang Milik Dasrah Penunjang

Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

¥ 201.825.012,00

Urusan Pemerntahan Daerah Pemenniahan Daerah JooH 201.529.012,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya - ) : : B e

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan J1.'unlah henda'_[ B Dmas_qpemsmnﬂ wras Eapango gedg Dpeliher g o 20 unit 106.583.052,00

d S dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Dinas Operasional atau Lapangan -

Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 4. 300,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 37.741.960,00
3 emli gy S e e it o Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 53.000.000,00

Bangunan Lainnya
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URUSAN / BIDANG URUSAN [/ PROGRAM /

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGEA
PENDANAAN

OUTCOME [ KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR KET.
S TARGET 2027 PAGU INDIKATIF
(1) 2 (3) (4) (S)
PROGEAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN .
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah 100,00% 355.522.628,00
Persentase Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD 100,00%
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 100,00%
Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Perencanaan 100,00%

Penyusunan Perencanaan dan Pendonaan Persentase dokumen perencanaan yang disusumn 100% 275.522.628,00
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten /Kota 2 berita acara 100.522.628,00
goircht;asupl;'cny l.::sLlnar‘:I;:I zmbl:::netapanD g Jumlah Doltumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota yang B 175.000.000.00
Jukumen Perencenasn Pembangunan Dacra Ditetapkan (RPJPD/RP.JMD /RKPD) 2 dokumen 175, . :
Kabupaten/Kota
Analisis Data dan iformasi Pemerintahan

Persentase keterisian data capaian indikator RPJMD 100% 50.000.000,00

Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan
Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah [Semua Perencanaan Pembengunan Daerah)

1 Dokumen

25.000.000,00
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URUSAN / BIDANG URUSAN /| PROGRAM /[
OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
OUTPUT

INDIEATOR

CAPAIAN KINERJA DAN EERANGEA
PENDANAAN

TARGET 2027

PAGU INDIKATIF

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan
Informasi Perencanaan Pembangunan
Perangleat Daerah

Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi

40 orang

25.000.000,00

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Monitoning dan Evaluast RKPD yang Tersusun Tepat Waktu

4 dokumen

30.000.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan
Berkala Pelalksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

4 laporan

30.000.000,00

PROGRAM KOORDINASI DAN

Persentase Keselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang

SINKRONISASI PERENCANAAN F . 100,00% 1.102.157.428,00
PEMBANGUNAN DAERAEL Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang 100.00%
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia "
Persentase Heselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang 100.00%
|Infrastruktur dan Kewilayahan ’ =
Persentase Heselarasan Program RKPD dengan Program Renja PD pada Bidang 100.00%
Perekonomian dan SDA ’
Persentase Hetersediaan Data Perencanaan Sesuai SOP pada Bidang
100,00%

Perckonomian dan SDA
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URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /

CAPAIAN EINERJA DAN EERANGKA
PENDANAAN

OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIEATOR KET.
GLEERE TARGET 2027 PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4 (5)
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Bidang Pemerintahan 100,00% 507.496.114,00

dan Pembangunan Manusia

dan Pembangunan Manusia tepat waktu

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pemerintahan

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan REPD/RPJMD pada
Bidang Pemerintahan

18 laporan 75.081.479,00

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada
Bidang Pembangunan Manusia

16 laporan 432.414.635,00

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian

Persentase Keselarasan Program REFPD dengan Program Renja PD pada Bidang

dan SDA (Swmber Daya Alam) Perekonomman dan SDA 100,004 327.761.314,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan P ; : :
, g lah Lapor: Hasil Sink :as1 Rensira /R a dengan RKPD/ RPJMD pad,
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan DAl Lepural PR S E R REne e AenREn / TR 100,00% 213.968.627,00
. : Bidang Perckonomian
Daerah Bidang Perekonomian 2
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Sinkronnya Renstra/Renja dengan REPD /RPJMD pada Bidang SDA 4 laporan 113.792.687,00

Daerah Bidang SDA
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URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /[

CAPAIAN EKINERJA DAN EERANGEKA
PENDANAAN

OUTCOME / KEGIATAN [ SUBKEGIATAN INDIKATOR KET.
SRR TARGET 2027 PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (3)
Kaor'dx}m"si Perencanaan Bidang Infrastruktur Petse_an.tase Ketersediaan Data Perencanaan Sesual SOP pada Bidong Infrastukiur dan 100,00% 266.900.000,00
dan Heuidlayahan Hewnlayahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan : P e o ;. " . :
e Doberitangarn Pora et J‘Il_ltl"llr.-ih Le}pora_n Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada e 136.900.000,00
ki 3 : T ; Bidang Infrastruktur
Daerah Bidang Infrastrukctur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan . P : : :
Flormorianni Bormnpenn Por s e J‘L:lt'ﬂ.lall J..appia.n Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada ¥ fuproran 130.000.000,00)
2 - Bidang Kewilayahan
Daerah Bidang Kewilayahan
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan 22,50% 185.000.000,00
Persentase Kajian/ Riset Berbasis Bukti 7,50%

Doy alitirir Dammermbhanans P
PETIEIEGATN, SETOEnN i £

Penerapan

Jumlah dokumen Penelitican, Pengembangan, PengRkajian dan Penerapan

2 dokumen

80.000.000,00

Fasilitasi dan pembinaan pelalksanaan

Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan,

penelitian, pengembangan, penglkajian, dan pengkajian, dan penerapan 1 Laporan 50.000.000,00)
penerapari

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan . 2 i e ; ;

ek O R Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pHR PTTE 30.000.000,00

pengkajian, dan penerapan

kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
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URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /

CAPAJAN EKINERJA DAN KERANGHA
PENDANAAN

OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN INDIKATOR KET.
L% TARGET 2027 PAGU INDIKATIF
(1) (2) (3) (4) (5)
2 gy : Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan ; : 5 b 3
s g dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan 1 dokumen (8]
teknologl di daerah T z
teknologl di dacrah
Invensi dan fnovast Jurmlah laporan fasilitasi dan pembinaan inovasi 105,000.000,00
Pasihtugl dan penijulaan MniLl protat Gen Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi 1 Laporan Q
kampanye Inovasi
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan }Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan
perlindungan dan pemanfaatan kekayaan pemanfaatan kekayaan intelekitual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan 3 Laporan 25.000.000,00

intelektual

KI)

Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi
prestasi Inovasi

Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi

1 Laporan

80.000.,000,00

Fasilitasl dan pembinaan untuk
pengembangan perusahaan pemula berbasis
riset

Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula
berbasis riset

1 Laporan

9.253.700.784.,67
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Identifikasi Program Unggulan/Taktis Perangkat Daerah Tahun 2027
Selaras dengan arahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun
2027, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan 8 (delapan) Program
Unggulan (Taktis) Kepala Daerah sebagai penopang utama pencapaian visi
dan misi pembangunan daerah Tahun 2025-2029, yaitu: (1) Dalan Maer,
Rejeki Omber; (2) UMKM Berdaya; (3) Produk Lokal Mengglobal; (4) Muda
Kreatif, Kontributif; (5) Sobo Asri Lestari Mbangun Desa Nata Kutha; (6)
Sobo Sehat, Bergas, Cerdas, Mentas; (7) Praja Nglayani, Ngayomi, Ngayahi;

dan (8) Sobo Harmoni Asri Lestari.

Berdasarkan identifikasi terhadap kedelapan Program Unggulan
(Taktis) Kepala Daerah Tahun 2027 tersebut, tidak terdapat program dan
kegiatan Bappeda Kabupaten Wonosobo yang berkedudukan sebagai
Perangkat Daerah pengampu langsung (leading sector), mengingat
pelaksanaan teknisnya diampu oleh Perangkat Daerah urusan sesuai
bidang kewenangan masing-masing (antara lain bidang infrastruktur dan
sumber daya air, pertanian, perdagangan dan UMKM, pariwisata dan
kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sosial, serta kependudukan dan

pencatatan sipil).

Sebagai Perangkat Daerah yang mengampu urusan penunjang bidang
perencanaan serta penelitian dan pengembangan, program dan kegiatan
Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 secara substansi bersifat lintas
sektor dan fasilitatif (koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan evaluasi),
bukan program/kegiatan berbasis output layanan langsung kepada
masyarakat sebagaimana lazimnya melekat pada Program Unggulan (Taktis)
Kepala Daerah maupun 35 Program Delegasi yang secara teknis diampu

oleh Perangkat Daerah urusan.

Namun demikian, dukungan Bappeda terhadap capaian Program Unggulan
(Taktis), Program Strategis Nasional, dan Program Delegasi tetap
dilaksanakan secara tidak langsung (indirect support), melalui fungsi

koordinatif berupa:

1. Penjaminan keselarasan Program Prioritas Nasional dengan Program
Daerah, sebagaimana tercermin dalam indikator kinerja "Persentase

Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah" pada
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Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah;

2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program/kegiatan Perangkat
Daerah pengampu Program Unggulan (Taktis) dan Program Delegasi,
melalui Program  Koordinasi dan  Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah pada tiga bidang (Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia; Infrastruktur dan Kewilayahan; Perekonomian
dan SDA);

3. Pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah secara
keseluruhan, termasuk capaian Program Unggulan (Taktis), ProSN, dan
Program Delegasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis

terkait.

4.3 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (ProSN)
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap Rancangan Akhir Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2027,
khususnya Tabel 5.1 Program Dukungan terhadap Program Strategis
Nasional (ProSN), seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan pendukung
ProSN yang berlokasi dan/atau berdampak di Kabupaten Wonosobo Tahun
2027 — mencakup klaster Penanggulangan Kemiskinan, Sekolah Rakyat,
Pembangunan Tiga Juta Rumah, Ketahanan Pangan, Kesehatan untuk
Semua, Makan Bergizi Gratis, Perluasan Akses Pendidikan, serta
Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi — diampu secara teknis
oleh Perangkat Daerah urusan, antara lain Dinas Sosial Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Perhubungan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas

Perdagangan Koperasi dan UKM.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, tidak terdapat program,
kegiatan, maupun subkegiatan Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027
yang berkedudukan sebagai Perangkat Daerah pelaksana (pengampu teknis)
ProSN dimaksud. Pernyataan ini disampaikan secara eksplisit agar dapat
ditelusuri (auditable) dalam proses evaluasi dan reviu dokumen

perencanaan.
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Meskipun demikian, dukungan Bappeda terhadap keberhasilan
pelaksanaan ProSN di Kabupaten Wonosobo tetap dilaksanakan secara
tidak langsung (indirect support) melalui fungsi koordinatif, sebagaimana
tercermin pada indikator kinerja “Persentase Program Prioritas Nasional
yang didukung Program Daerah” pada Program Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta melalui fungsi sinkronisasi,
pengendalian, dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat
Daerah teknis pengampu ProSN sebagaimana telah diuraikan pada sub bab

4.2.

4.4 Dukungan terhadap Program Delegasi

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Bappeda Tahun 2027 turut
mencermati ketentuan mengenai dukungan terhadap 35 (tiga puluh lima)
Program Delegasi sebagaimana diamanatkan dalam pedoman penyusunan
RKPD /Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027. Program
delegasi dimaksud pada dasarnya merupakan program dengan nomenklatur
yang secara teknis diampu oleh Perangkat Daerah urusan (Perangkat
Daerah teknis/pelayanan dasar dan urusan pilihan), sedangkan Bappeda
Kabupaten Wonosobo berkedudukan sebagai Perangkat Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan serta Penelitian dan
Pengembangan yang bersifat koordinatif dan non-teknis, dengan
nomenklatur program tersendiri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya,
yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah; Program Riset dan Inovasi Daerah; serta Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan penelaahan tersebut, tidak terdapat satu pun dari 35
Program Delegasi dimaksud yang secara nomenklatur melekat pada
program Bappeda Kabupaten Wonosobo. Untuk memastikan kesesuaian
pemahaman ini, Bappeda akan melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada
Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan/atau Kementerian Dalam Negeri
mengenai relevansi program delegasi dimaksud bagi Perangkat Daerah
koordinatif/non-teknis seperti Bappeda. Hasil konfirmasi tersebut akan
dituangkan pada pemutakhiran dokumen berikutnya; sampai dengan

diterimanya hasil konfirmasi resmi, Bappeda memposisikan diri tidak
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menjadi Perangkat Daerah pengampu program delegasi dimaksud, sejalan
dengan kedudukannya selaku Perangkat Daerah koordinatif sebagaimana

telah diuraikan pada sub bab 4.2.
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BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 merupakan ukuran keberhasilan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
selama Tahun 2027. IKU disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran
Renstra Bappeda Tahun 2025-2029, serta menjadi dasar dalam mengukur
efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang
mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Penetapan IKU juga
telah diselaraskan dengan RKP Tahun 2027, RKPD Kabupaten Wonosobo
Tahun 2027, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025. Target
IKU Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun
2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat

dilihat dari tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIDANG URUSAN TAHUN 2027
OFD : BAPPEDA

l::::f‘::a Realisasi | Target
No | Indikator Kinerja Utama Satuan Tahun Tahun Sumber Data
{akun 2025 2027
berkenaan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
oo Bidang
y [Nilai SAKIP Komponen Angka 22.31 21.95 22.31 |Randalevalitbang
Perencanaan Kinerja
Bappeda
Nilai Keselarasan Program Bagian Organisasi
2 .. & Angka 22.15 22.03 22,31 |[Setda Kabupaten
Prioritas
Wonosobo
Persentase hasil musrenbang Bidang
3 |kecamatan yang terakomodir % 100% 100% 100% |Randalevalitbang
dalam Perencanaan dan Bappeda
4 |Nilai Kapabilitas Inovasi Angka 2.94 3.02 3.02 BRIN
Bagian Organisasi
5 |Nilai Kematangan Organisasi | Angka 48 44 48 Setda Kabupaten
Wonoscbo
Inspektorat
6 |Nilai SAKIP Angka 74,00 72.03 75,00 |Kabupaten
Wonosobo
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Secara umum, Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 diarahkan pada

beberapa fokus sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan

IKU diarahkan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan
perencanaan pembangunan yang terintegrasi, konsisten, berbasis
data, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi,
dan daerah. Indikator ini menjadi ukuran efektivitas fungsi
koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan

Pembangunan
2. Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator difokuskan pada peningkatan implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), baik pada aspek
perencanaan maupun pengelolaan kinerja organisasi. Peningkatan
nilai akuntabilitas diharapkan mampu mendorong tata kelola
pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi

pada hasil.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik

IKU juga diarahkan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan Bappeda. Peningkatan kualitas pelayanan
dilakukan melalui penyediaan layanan yang cepat, mudah, responsif,
dan didukung informasi pembangunan yang akurat serta mudah

diakses oleh para pemangku kepentingan
4. Penguatan inovasi daerah dan pemanfaatan hasil penelitian

Kinerja bidang penelitian dan pengembangan diukur melalui indikator
yang menggambarkan peningkatan pemanfaatan hasil kajian,
penelitian, dan inovasi sebagai dasar penyusunan kebijakan
pembangunan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung

penerapan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy)
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5. Penguatan koordinasi pembangunan daerah

IKU mendukung peningkatan sinergi antara pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, perangkat daerah, DPRD, pemerintah desa,
dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan. Koordinasi yang efektif menjadi
faktor penting dalam menjaga keterpaduan pelaksanaan

pembangunan daerah

Target IKU Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1
ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 serta
mempertimbangkan target Renstra Tahun 2025-2029. Oleh karena itu,
target indikator dapat mengalami penyesuaian, baik meningkat maupun
menurun, sesuai hasil evaluasi, perkembangan kondisi pembangunan, serta
penajaman pada Rancangan Akhir Renja. Melalui penetapan IKU tersebut
diharapkan seluruh program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Wonosobo
Tahun 2027 dapat dilaksanakan secara terukur, akuntabel, dan mampu
memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan

daerah.

5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027 merupakan ukuran keberhasilan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Wonosobo. Penetapan IKK diselaraskan dengan
Renstra Bappeda Tahun 2025-2029, RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun
2027, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025. Target Indikator
Kinerja Kunci Tahun 2027 dapat dilihat dari Tabel 5.2/T-52IKK sebagai
berikut :
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TABEL 5.2

TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) BIDANG URUSAN TAHUN 2027
OPD : BAPPEDA

T t

R::f:ra Realisasi | Target
No Indikator Kinerja Kunci Satuan Tahun Tahun Sumber Data

(Tahun

2025 2027
berkenaan)
(1) () (3) (4) (5) (6) (7)
Persentase Program Prioritas Dokumen RPJMD,

1 |Nasional yang didukung % 100 100 100 |RKPD, Renja Perangkat
Program Daerah Daerah, SIPD RI
Persentase Keselarasan

2 |Program RPJMD dengan % 100 100 100 g;};%men BEIMD s
RKPD
Persentase Keselarasan

3 |Dokumen Perencanaan % 100 100 100 EEJER, RRIND, ,RKPD’

Renstra PD, Renja PD
Pembangunan Daerah
Persentase Ketersediaan ;
. LKPJ, LKjIP, LPPD
0 ) ? 3

4 |Dokumen Evaluasi %o 100 100 100 Caporer Byahiasi RKED
Perencanaan
Persentase Keselarasan
Program RKPD dengan ;

5 |Program Renja PD pada % 100 100 100 ;KPD’ Renye PO, SIED
Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Bass Data Prencanan

6 3 - P % 100 100 100 Bappeda, SIPD RI, SOP
Bidang Pemerintahan dan

; Pengelolaan Data
Pembangunan Manusia
Persentase Keselarasan
Program RKPD dengan :

7 |Program Renja PD pada % 100 100 100 ;KPD’ Renya B, SIED
Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
Bass Data Perncanaan

8 : % 100 100 100 Bappeda, SIPD RI, SOP
pada Bidang Infrastruktur

. Pengelolaan Data
dan Kewilayahan
Persentase Keselarasan RKPD ;

9 |dengan Renja PD pada Bidang| % 100 100 100 ;KPD’ Remd B, SIED
Perekonomian dan SDA
P t Ket di Dat
e Koty Dis s D erncanan

10 % 100 100 100 Bappeda, SIPD RI, SOP

pada Bidang Perekonomian
dan SDA

Pengelolaan Data
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::;f::a Realisasi | Target
No | Indikator Kinerja Kunci | Satuan Tahun | Tahun Sumber Data
(Tahun
2025 2027
berkenaan)
(1) 2) (8) (4) (9) (6) (7)
aporan Inovasi Daerah,
Persentase Produk Inovasi Indeks Inovasi Daerah
0 2
H yang dimanfaatkan t @ /A 2490 (ID), Data Bidang
Lithang
Dokumen Kajian/Riset
Persentase Kajian/Riset 0 Bappeda, Laporan Hasil
12 Berbasis Bukti & 500 s 7:50 Penelitian dan
Pengembangan
Kartu Inventaris Barang
(KIB), SIMDA BMD/SIPD
P t G kat A
13 Dj:r?h?;;iekorfi;;gb . % 65.00 100 100 |Barang Milik Daerah,
Laporan Pengurus
Barang
Laporan Kinerja
14 ggﬁi’&gﬁﬂﬁi’; - % 100 100 100 |Sekretariat, SOP
p Pelayanan Administrasi
i< . Hasil Penilaian Komisi
15 gﬂgiﬂf T;ﬁumaﬂ MR Angka 91.00 95.00 95.00 |Informasi Provinsi Jawa
Tengah
Portal Satu Data
Persentase keterisian data Kabupaten Wonosobo
0 '
b statistik sektoral . £ 4 109 Data Statistik Sektoral,
Walidata
Laporan Hasil
17 Nilai Illasd pengawasan Atigks 65.00 37 40 65.00 Penlga\yasan Kearsipan
kearsipan dari Dinas
Kearsipan/ANRI
Persentase keselarasan
program perangkat daerah i RKPD, Renja Perangkat
L dengan Rencana Kerja o M L L Daerah, SIPD RI
Pemerintah Daerah (RKPD)
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Secara umum, IKK Tahun 2027 difokuskan pada aspek-aspek sebagai
berikut:

1. Penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

IKK diarahkan untuk memastikan keterpaduan antara Program
Prioritas Nasional, RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.
Seluruh indikator keselarasan dokumen perencanaan ditargetkan
mencapai 100 persen sebagai bentuk komitmen menjaga konsistensi

perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi Pembangunan

Indikator difokuskan pada ketersediaan dokumen evaluasi
perencanaan dan keselarasan pelaksanaan program pada seluruh
bidang urusan. Upaya ini bertujuan mendukung proses monitoring
dan evaluasi pembangunan yang lebih efektif, akuntabel, dan

berkelanjutan;
3. Penguatan kualitas data perencanaan

Ketersediaan data perencanaan sesuai standar operasional prosedur
(SOP) menjadi salah satu indikator penting pada bidang Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia, Infrastruktur dan Kewilayahan, serta
Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Data yang berkualitas menjadi
dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti

(evidence-based policy);
4. Peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah

IKK diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan produk inovasi dan
hasil kajian sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Meskipun realisasi Tahun 2025 belum tersedia karena menyesuaikan
siklus penilaian, target Tahun 2027 tetap dipertahankan sesuai
Renstra sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan inovasi
daerahMenyajikan target IKK Tahun 2027 yang didasarkan pada
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja
Perangkat Daerah Tahun 2025;

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan internal

Indikator meliputi kondisi aset perangkat daerah, cakupan pelayanan
administrasi perkantoran, keterbukaan informasi publik, pengelolaan

statistik sektoral, dan penyelenggaraan kearsipan. Indikator-indikator
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tersebut mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
profesional, transparan, dan akuntabel. Beberapa target ditingkatkan,
seperti nilai pengawasan kearsipan, sebagai upaya peningkatan

kualitas pengelolaan arsip perangkat daerah;
6. Penguatan sinkronisasi pembangunan daerah.

Indikator keselarasan program perangkat daerah dengan RKPD
ditetapkan sebesar 100 persen, sebagai wujud komitmen Bappeda
dalam memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah
mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo secara

terpadu dan berkesinambungan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027,
dilakukan telaah kesesuaian antara target kinerja yang tercantum pada
Tabel 5.2 dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) sebagaimana termuat pada Tabel 4.3.2. Telaah tersebut dilakukan
dengan membandingkan target Renstra pada tahun berkenaan terhadap
realisasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, guna memastikan
bahwa penetapan target pada Renja bersifat realistis, terukur, dan
mencerminkan prinsip peningkatan kinerja berkelanjutan (continuous

improvement).

Berdasarkan hasil telaah dimaksud, teridentifikasi dua kondisi yang
memerlukan penjelasan lebih lanjut, yaitu: pertama, terdapat indikator yang
realisasinya telah melampaui target Renstra jauh sebelum tahun target
tercapai, sehingga diperlukan penyesuaian target ke arah yang lebih
progresif agar tidak menimbulkan kesan penurunan kinerja; dan kedua,
terdapat indikator yang realisasinya justru berada jauh di bawah target
Renstra pada tahun dasar, sehingga meskipun target akhir tidak diubah,
kondisi tersebut perlu dinarasikan sebagai catatan risiko pencapaian target
guna mendasari perumusan langkah percepatan pada tahun rencana.

Uraian justifikasi atas kedua kondisi tersebut disampaikan sebagai berikut

a. Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) — Target 2027
disesuaikan dari 91,00 menjadi 95,00

Berdasarkan Tabel 4.3.2 Renstra, target Nilai KIP untuk Tahun 2027
ditetapkan sebesar 91,00. Namun demikian, realisasi capaian Tahun

2025 telah mencapai angka 95,00 — yaitu telah melampaui target
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Renstra Tahun 2027 sejak dua tahun sebelum tahun target dimaksud
tercapai. Apabila target Tahun 2027 tetap dipertahankan pada angka
91,00 sebagaimana Renstra, maka target tersebut secara substansi tidak
lagi relevan karena berada di bawah capaian aktual yang telah diraih,
dan berpotensi menimbulkan kesan penurunan kinerja (regressive
target) yang tidak sesuai dengan prinsip peningkatan kinerja

berkelanjutan.

Oleh karena itu, penetapan target Tahun 2027 sebesar 95,00 pada Tabel
5.2 merupakan penyesuaian  yang rasional dan dapat

dipertanggungjawabkan (auditable), dengan pertimbangan:

1. Mempertahankan prinsip progresivitas kinerja, di mana target tahun
berjalan tidak boleh ditetapkan lebih rendah dari realisasi yang telah

dicapai sebelumnya;

2. Menjaga konsistensi dengan hasil penilaian Komisi Informasi Provinsi
Jawa Tengah sebagai sumber data resmi, yang telah mengonfirmasi

capaian 95,00 pada Tahun 2025;

3. Penyesuaian ini bersifat sebagai usulan revisi target yang perlu
ditindaklanjuti secara formal melalui mekanisme reviu Renstra pada
periode berikutnya, agar terjadi kesesuaian menyeluruh antara
dokumen Renja dan Renstra dan tidak menimbulkan inkonsistensi
berulang pada tahun-tahun perencanaan berikutnya (2028-2030
dalam Renstra juga perlu dikaji ulang, mengingat target 2028 pada

Renstra saat ini hanya 91,50).
b. Indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (Catatan Risiko Capaian)

Berbeda dengan indikator KIP, pada indikator Nilai Hasil Pengawasan
Kearsipan justru ditemukan kesenjangan kinerja yang signifikan:
realisasi Tahun 2025 hanya mencapai 37,40, jauh di bawah target
Renstra Tahun 2025 sebesar 60,00 (gap sebesar 22,60 poin).
Meskipun target Tahun 2027 pada Tabel 5.2 (65,00) telah sesuai
dengan target Renstra Tahun 2027, kesenjangan capaian pada tahun
dasar (2025) ini perlu dinarasikan sebagai catatan risiko pencapaian

target, mengingat:
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1. Diperlukan akselerasi kinerja yang signifikan pada Tahun 2026 dan
2027 untuk dapat mengejar target 65,00 pada akhir Tahun 2027;

2. Perlu diidentifikasi akar masalah rendahnya realisasi Tahun 2025
(misalnya keterbatasan SDM kearsipan, sarana prasarana, atau
belum optimalnya penerapan SOP pengelolaan arsip), agar dapat
dirumuskan langkah intervensi/perbaikan pada tahun rencana

(2027);

3. Target Tahun 2027 tetap dipertahankan sebesar 65,00 (tidak
diturunkan) sebagai bentuk komitmen pencapaian target Renstra,
namun perlu disertai rencana aksi percepatan yang lebih konkret
pada kegiatan terkait di Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah.
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BAB VI

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo
Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun
sebagai penjabaran operasional Renstra Bappeda Kabupaten Wonosobo
Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 86 Tahun
2017, Permendagri Nomor 14 Tahun 2026, Peraturan Kepala Daerah
tentang RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027, serta ketentuan teknis
lainnya yang mengatur penyelenggaraan perencanaan pembangunan
daerah. Rancangan Akhir Renja Tahun 2027 merupakan penyempurnaan
dari Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah melalui proses
pembahasan, sinkronisasi, harmonisasi, dan penyempurnaan berdasarkan
Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2027.
Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Tahun 2025, perkembangan kebijakan nasional dan
daerah, hasil pembahasan bersama para pemangku kepentingan, serta
penyesuaian terhadap kebutuhan pembangunan daerah dan kemampuan
keuangan daerah. Dengan demikian, tujuan, sasaran, program, kegiatan,
subkegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu pendanaan yang tercantum
dalam dokumen ini telah diselaraskan dengan arah kebijakan

pembangunan daerah Tahun 2027.

Sesuai ketentuan penyusunan dokumen perencanaan daerah, Rancangan
Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 selanjutnya disampaikan
kepada Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo untuk dilakukan verifikasi
paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang
RKPD Tahun 2027 ditetapkan. Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar
penyempurnaan akhir sebelum Renja Perangkat Daerah ditetapkan sebagai
dokumen Renja definitif. Selanjutnya, Renja Perangkat Daerah yang telah
ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2027 serta menjadi
acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai tugas
dan fungsi Bappeda. Pelaksanaan Renja Tahun 2027 harus dilaksanakan

secara konsisten dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi,
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akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.
Seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan perlu didukung oleh
koordinasi yang kuat antarbidang, sinkronisasi dengan perangkat daerah
terkait, serta pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan agar sasaran

pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan
pembangunan, pelaksanaan Renja Tahun 2027 juga harus didukung oleh
penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas data dan
informasi pembangunan, pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar
pengambilan Keputusan. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda
Kabupaten Wonosobo Tahun 2027 sangat ditentukan oleh komitmen
seluruh aparatur, sinergi antarperangkat daerah, serta dukungan seluruh
pemangku kepentingan. Oleh karena itu, koordinasi, kolaborasi, serta
monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan perlu terus ditingkatkan
guna memastikan seluruh target kinerja dapat dicapai secara efektif dan
memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran RPJMD
Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029. Dengan ditetapkannya Renja
Bappeda Kabupaten Wonosobo Tahun 2027, diharapkan dokumen ini
menjadi pedoman yang efektif dalam penyelenggaraan perencanaan
pembangunan, pengendalian, evaluasi, penelitian, dan pengembangan
daerah selama Tahun 2027. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan
yang terarah, terukur, dan akuntabel, Bappeda diharapkan mampu
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta
mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional,
inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo, 30 Juli 2026
Kepala BAPPEDA Kabupaten Wonosobo

Drs. TONO PRIHATONO

Pembina Utama Muda

NIP. 197402111993031001
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